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Kata Kunci . Intervensi Pasar (Price Fixing), Jual Beli, Maslakah.

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual bisa jadi
dengan sengaja menaikkan harga barang, atau bisa juga karena mekanisme pasar
yang alamiah. Dalam kondisi, ulama masih berbeda pendapat tentang pemerintah
mengintervensi pasar (price fixing) dalam menentukan standar harga. Salah satu
ulama yang concern dalam masalah ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi
cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar, hal ini justru berbeda
dengan jumhur ulama yang melarangnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini
adalah bagaimana pendapat Yasuf al-Qaradawi tentang hukum intervensi pasar
dalam jual beli? bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Yasuf
Al-Qaradawi?, dan bagaimana pula pandangan Ytsufal-Qaradawi tersebut dilihat
dari teori maslazah? Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data penelitian dianalisis
dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut
Yusuf al-Qaradawi, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas ‘7r) dalam jual
beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (zas’ir al-mamnii’), yaitu
menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supplay dan
demand. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (zas i masyrii’), yaitu
menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan
harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia
gunakan yaitu ketentuam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu
Dawud. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Al-Qaradawi adalah
ta’lili dan istishlahi. Pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang intervensi pasar (price
fixing) sudah sesuai dengan teori maslahah. Penetapan harga standar barang oleh
pemerintah termasuk mashlahah al-dhaririyah, yaitu kemaslahatan primer, dan
dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai
dengan mashlahah mu’tabarah.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
) t dengan
1 ) Tk 1 ] t titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 o B V¥ ) z titik di
bawahnya
3 & T YA I ¢
s dengan
4 < S titik di i & gh
atasnya
5 d J AK o f
h dengan
6 d h titik di AR & q
bawahnya
7 ¢ kh YY d k
8 2 Yy J |
9 3 Z zdengan | Y¢ a m

viii




titik di
atasnya
10 J R Yo o n
11 J z AR 3 w
12 o S YV > h
13 | U sy YA s ’
s dengan
14 | oe S titik di Y4 & y
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah I
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Nama

Gabungan




Huruf Huruf
¢ O Fathah dan ya Ai
ERRS Fathah dan wau Au
Contoh
«aS = kaifa,
Jdss = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
Sl & Fatkah dan alif atau ya A
SO Kasrah dan ya I
5 Dammah dan wau U
Contoh:
JG = gala
&0 = rama
J8 = gila
J3% = yagilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (3) mati



Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Jak$h L3 : raudah al-agfal/ raudatul agfal
so3al A5add) : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah

FEGA Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat di mana aktivitas muamalah berlangsung secara
terus menerus. Kondisi pasar yang ideal ialah adanya penjual dan pembeli, diikuti
dengan adanya harga dari suatu barang yang diperdagangkan. Secara umum, pasar
adalah menjual dan membeli pada umumnya atau penjualan (interaksi pertukaran)
yang dikontrol oleh demand dan supply.* Dalam makna lain, pasar adalah sebagai
tempat penjual menawarkan barang dan jasa sesuai taksiran harga penjual serta
pembeli mendapatkan barang dan juga jasa sesuai taksiran harga dari pembeli.?
Dengan begitu, pasar memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan
muamalah, khususnya dalam kasus jual beli. Pasar menjadi karangka bangun dan
dasar sistem muamalah di dalam masyarakat.

Pasar menjadi media yang mempertemukan antara penjual (pihak pemilik
barang dan menginginkan uang) dan pembeli (pithak pemilik uang menginginkan
barang).® Kedua bisa saling bekerja sama untuk kemudian mencapai kesepakatan
untuk saling menukar harta berupa uang di satu pihak sebagai pembeli dan barang
dipihak lain sebagai penjual. Hubungan muamalah seperti ini disebut dengan jual
beli atau dalam istilah fikih dinamakan dengan istilah bai’,* yaitu pertukaran harta
dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan

ganti yang dibenarkan.®

'Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pasar, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group 2018), him. 9.

2Widaningsih & Ariyanti, Aspek Hukum Kewirausahaan (Malang: Polinema Pres, 2018),
him. 12.

3T. Gilarso, Pengantar llmu Ekonomi Mikro, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kunisius, 2003),
him. 33.

4Mardani, Figh Ekonomi Syariah, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop,
2013), him. 101.

SAbdul Rahman Ghazaly, dkk., Figh Muamalat, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2015), him. 67.



Dalam kehidupan sehari-sehari, pasar tentu sangat penting, karena pasar
memiliki banyak fungsi. Di antaranya bahwa pasar berfungsi pembentukan nilai
harga, karena pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian
saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Selain berfungsi
pembentukan harga, pasar juga berfungsi sebagai media pendistribusian. Dengan
adanya pasar, dapat mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang atau
jasa dengan para konsumen secara langsung. Pasar juga merupakan tempat yang
paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan, mempromosikan produknya
kepada konsumen.®

Melihat fungsi pasar di atas, cukup jelas bahwa salah satu fungsi utama
adanya pasar di tengah masyarakat, baik yang paling sederhana maupun kompleks
sekalipun adalah sebagai jalan pembentukan harga. Stabilitas harga barang yang
ada di pasar pada prinsipnya ditentukan oleh para pelaku pasar sendiri, khususnya
pihak penjual. Hanya saja, pembeli dapat melakukan penawaran terhadap harga
yang ditawarkan penjual, dan proses ini paling umum ditemukan dalam konteks
hubungan muamalah jual beli di tengah masyarakat. Hasil akhir dari proses tawar
menawar tersebut adalah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli
untuk kemudian keduanya dapat saling sepakat untuk menukarkan kepemilikan
barang di satu pihak dan uang di pihak yang lain.

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual
dengan sengaja menaikkan harga barang yang dipedagangkannya kepada pembeli
dengan harapan keuntungan yang besar dapat ia peroleh. Keadaan semacam ini
diperparah lagi dengan kondisi tertentu di mana barang atau komuditas tertentu
tidak ada di pasar, atau paling tidak persediaannya sangat sedikit, sehingga para
penjual menaikkan harga hingga pada level yang sangat tinggi. Konsekuensinya
adalah para pembeli selaku konsumen akan berada pada posisi yang sulit karena

mahalnya harga barang.

éWidaningsih & Ariyanti, Aspek..., him. 13: Tati Handayani & M. Anwar Fathoni, Buku
Ajar Manajemen Pemasaran Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), him. 5-6.



Berdasarkan hasil observasi berikut wawancara yang penulis lakukan di
masyarakat, khususnya para pembeli (konsumen), bahwa harga barang-barang di
pasar kadang-kadang naik tinggi sehingga menyusahkan para pembeli, namun di
kondisi tertentu harga cenderung normal, bahkan turun. Tidak stabilnya harga di
pasar mengakibatkan para konsumen yang sering dirugikan.’

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, regulasi penetapan
harga salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 undang-
undang tersebut mengatur tentang penetapan harga. Pada ayat (1) diatur bahwa
pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau
pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Kemudian, pada ayat (2) diatur
bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi suatu
perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau suatu perjanjian yang
didasarkan undang-undang yang berlaku.®

Merujuk kepada ketentuan di atas, para pengusaha tidak dibenarkan untuk
menetapkan batasan harga kepada para konsumen. Hanya saja, Pasal 5 tersebut di
atas masih memungkinkan pemerintah untuk menetapkan harga melalui undang-
undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam
beberapa regulasi diatur penetapan batas harga untuk komuditas barang tertentu.
Di Aceh misalnya, terdapat regulasi penetapan batasan harga, melalui Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 028/993/2017 tentang Penetapan Standar Harga Barang
Bahan Bangunan/Jasa Pemerintah Aceh. Peraturan ini menunjukkan pemerintah
(dalam hal ini pemerintah daerah Aceh) berwenang dalam menetapkan harga satu

komuditas barang tertentu.

"Hasil observasi dan wawancara para pembeli dan pedagang di Pasar Lambaro, tanggal
11 November 2020.

8K omisis Pengawas Persaingan Usaha RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: KPPU RI, 2011), him.
9-10.



Demikian juga di dalam peraturan lainnya, seperti terbaca dalam Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Kebijaksanaan di Bidang
Harga. Pada ayat (1) disebutkan bahwa garis kebijaksanaan pengendalian harga
ditujukan pada maksud supaya produsen mendapat perangsang yang cukup kuat,
sehingga dengan bertambahnya produksi dan cukupnya persediaan dan kestabilan
harga, distribusi berjalan lebih lancar. Pada ayat (2) menteri perdagangan bertugas
mengumumkan penetapan harga yang memenuhi petunjuk dalam ayat (1) setelah
mendengar Menteri/Menteri-menteri yang bersangkutan. Pada ayat (3) mengatur
penetapan harga baik yang berasal dari Pemerintah, atau dari Pemerintah Daerah
atau instansi lain, yang bertentangan dengan penetapan harga yang dimaksud
dalam ayat (2) tidak berlaku lagi. Selanjutnya pada ayat (4) jika ada dugaan bahwa
diambil keuntungan yang berkelebih-lebihan, maka satu-satunya instansi yang
berwenang me ngambil tindakan adalah Direktorat Pajak.

Minimal dari dua peraturan di atas cukup memberikan pemahaman bahwa
dalam hukum positif di Indonesia, pemerintah mempunyai kewenangan dan peran
di dalam menjaga stabilitas harga barang melalui mekanisme penetapan harga. Di
satu sisi, penetapan harga tersebut bisa dilakukan pada komuditas tertentu, dan di
sisi yang lain dapat ditetapkan karena ada kondisi di mana ditemukan permainan
harga di pasar.

Di dalam Islam, penentuan harga pasar sepenuhnya menjadi hak penjual.
Seseorang sebagai penjual bebas menawarkan harga sekehendaknya, karena hal
tersebut sepenuhnya menjadi wewenang penjual selaku pemilik otoritas barang
secara penuh. Hanya saja, para ulama masih ditemukan beda pendapat, khususnya
legalitas pemerintah melakukan intervensi pasar (price fixing), atau dalam istilah
fikih disebut tas 'ir.

Intervensi pasar (price fixing atau tas 77) adalah upaya intervensi pasar di

dalam jual beli agar harga barang dapat stabil.° Pemerintah melakukan pembatasn

°Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terjemah: Yasir
Magqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.



harga barang terhadap satu komuditas barang dagang, sehingga para penjual atau
pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.'® Dalam makna
lain, intervensi pasar (price fixing) adalah penetapan harga barang yang hendak
diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan
pembali.tt

Bentuk intervensi pasar terhadap harga satu komuditas barang dilakukan
oleh pemerintah misalnya melalui pengaturan negara. Dari sudut pandang negara,
intervensi dilakukan atas nama regulasi.'? Artinya, pemerintah menetapkan suatu
regulasi dalam bentuk peraturan atau undang-undang tentang batasan harga suatu
barang, hal ini dilakukan agar para penjual tidak menaikkan harga dari batasan
yang sudah ditetapkan tadi.

Dilihat dalam sudut pandang pendapat ulama, hukum pemerintah di dalam
melakukan intervensi pasar (price fixing/zas 7r) tidak diperbolehkan. Pendangan
ini dipegang oleh jumhur ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, al-Syafi’1, dan
mazhab Hanbali.'® Di antara dasar hukumnya adalah melalui intervensi pasar,
maka secara tidak langsung pemerintah telah melakukan tindakan memakan harta
secara batil.** Dalam pandangan ini, Allah Swt sebagai otoritas tertinggi memiliki
kewenangan menentukan harga sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat
Abi Dawud.®®

Sementara itu, pandangan yang berbeda berkembang pada sebagian kecil
ulama, khususnya kalangan mazhab Maliki. Di mana, pemerintah dibolehkan

melakukan intervensi pasar di dalam keadaan tertentu untuk menjamin stabil

Abd al-Sami” Ahmad Imam, Pengantar..., him. 368.

1Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaugina), (Jakarta: Republika,
2018), hlm, 53.

2Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2015), him. 138.

13Abd al-Sam1” Ahmad Imam, Pengantar..., him. 368.

14Q8S. al-Nisa’ [4] ayat 29.

15Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as$ al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), him. 385.



tidaknya harga barang yang beredar di pasar, dan untuk tujuan agar kezaliman di
tengah masyarakat pasar dapat dikendalikan.® Pendapat yang terakhir ini menjadi
pilihan Ytsuf al-Qaradawi yang notabene menjadi fokus kajian penelitian ini.

Sejauh analisis awal menunjukkan bahwa Yasuf al-Qaradawi cenderung
melihat kepada moderasi hukum. Bagi Yusuf al-Qaradaw1, penetapan suatu harga
barang di pasar sepenuhnya berada di tangan para pedagang, ketetapan tersebut
menurutnya bagian dari cara mendapatkan keuntungan.!’ Hanya saja, Yusuf al-
Qaradhawi juga melihat bahwa pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dan
menetapkan harga barang sejauh adanya sisi maslazah. Bagi Yusuf al-Qaradawi,
pemerintah turut mempunyai wewenang intervensi pasar dan menetapkan harga
barang bila jelas tampak kesewenang-wenangan dan memberatkan konsumen.'®
Pemerintah bisa untuk turun tangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
dipikulnya untuk mengatur permasalahan harga.*®

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti
lebih jauh tentang persoalan hukum intervensi pasar (price fixing) dalam kajian
konseptual dari sudut pandangan hukum ekonomi syariah dengan judul penelitian
yaitu: “Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan
Teori Maslakah: Studi Pendapat Yasuf al-Qaradawi”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa
rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat Ytsuf al-Qaradawi tentang hukum intervensi pasar (price
fixing) dalam jual beli?

5Abd al-Sami” Ahmad Imam, Pengantar..., him. 368.

1y usuf al-Qaradawi, Hadi al-Islam Fatawa Mu ‘asirah, (Terjemahan: As’ad Yasin), Jilid
2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), him. 620.

Byusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-lslam, (Terjemahan: M. Tatam
Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), him. 338.

Y usuf al-Qaradawi, Hadi..., him. 620.



2. Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan Yusuf al-Qaradawi di
dalam menetapkan hukum intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli?
3. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang hukum intervensi pasar

(price fixing) dalam jual beli dilihat dari teori maslazah?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang hukum intervensi
pasar (price fixing) dalam jual beli.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi dalil dan juga metode istinbat yang
digunakan Yusuf al-Qaradawt di dalam menetapkan hukum intervensi pasar
(price fixing) dalam jual beli.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang

hukum intervensi pasar (price fixing) dilihat dari teori maslazah.

D. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan terkait penelitian ini adalah intervensi
pasar, jual beli, dan maslazah.
1. Intervensi pasar

Yang dimaksud dengan istilah intervensi pasar atau market intervention
dalam penelitian ini adalah ikut campurnya pemerintah di dalam pasar, berupa
ikut menentukan kebijakan mengenai harga-harga yang beredar di pasaran supaya
harga-harga mengenai satu komunitas barang agar tetap stabil.
2. Jual beli

Term jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan bai’ c—ul\ merupakan
bentuk tunggal dari bentuk jamaknya § 3. Istilah &ali sendiri diambil dari kata
dasar §4, merupakan bentukan dari kata &, artinya menjual atau penjualan.?°

2Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), him. 124.



Menurut istilah, jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut
kebiasaan masyarakat setempat. Makna khusus jual beli yaitu segala bentuk jual
beli termasuk salah, sharf dan lainnya.?
3. Maslakah

Istilah maslakah secara bahasa berarti baik, bermanfaat atau kemaslahatan
dan kebaikan. Yang dimaksud dengan istilah maslakah adalah segala sesuatu
yang mengandung sisi maslahat, dan usaha untuk mendatangkan atau mengambil

kebaikan serta menolak keburukan dan kerusakan.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap peneliti-peneliti terdahulu, belum ada kajian
yang secara khusus meneliti fokus penelitian ini. Hanya saja penelitian-penelitian
yang relevan dengan penelitian ini cukup banyak. Di antara penelitian tersebut
dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

1. Skripsi Maryati, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, tahun 2018 dengan judul: Analisis Hukum Islam tehadap Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan
Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen Studi terhadap
Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017. Kesimpulannya
bahwa pandangan hukum lIslam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani
dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen adalah berdasarkan hadits yang
diriwayatkan Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW
pernah terjadi harga-harga melambung tinggi, para sahabat lalu berkata pada
Rasul, “Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami”. Rasulullah SAW
menjawab “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan

dan melapangkan dan member rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku

2L Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Terj: Nabhani Idris), Jilid
3, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 266.



menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku
tentang kezhaliman dalam darah maupun harta”. Pada saat itu Nabi SAW
enggan untuk menetapkan harga dan tidak mau campur tangan dalam masalah
penetapan harga-harga barang. Hal tersebut disebab kan karena, kenaikkan
harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan
yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan
belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan supply impor atau karena
menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang
sengaja menimbun barang di pasar. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak mau
menetapkan harga meskipun sahabat-sahabat memintanya. Hadist tersebut
dapat disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah dan tidak mau untuk
menetapkan harga meskipun saat itu harga-harga sedang melambung tinggi,
karena melambung tingginya harga tersebut karena factor alam bukan karena
kecurangan dari para pedagang pasar. Sebab penetapan harga merupakan suatu
kezhaliman. Karena dalam jual beli melibatkan hak milik seseorang di
dalamnya, penjual mempunyai hak untuk menjual pada harga berapapun
kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.
Pemerintah boleh saja ikut campur dalam penetapan harga jika dalam suatu
pasar ditemui adanya kemudharatan dan kezhaliman yang yang dilakukan oleh
oknum-oknum tertentu, seperti penimbunan barang sehingga terjadinya
kelangkaan bahan-bahan pokok dan mengakibatkan harga-harga melambung
tinggi. Jika tidak ada kecurangan serta kezhaliman dalam suatu pasar maka
pemerintah tidak ada hak untuk melakukan intevensi terhadap harga.

. Jurnal Didin Baharuddin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
dengan judul: Tas’ir (Price Fixing) dalam Perspektif Magashid Al-Syari’ah.
Hasil penelitiannya bahwa pada dasarnya Rasulullah saw menolak untuk
menetapkan harga, atau intervensi pasar. Namun menurut para ulama,
penolakan Rasulullah saw terjadi ketika keadaan pasar normal sesuai dengan

hukum permintaan dan penawaran. Penolakan Rasul Saw walaupun harga
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sedang naik dan diminta sahabat, karena rasul takut akan muncul kedzaliman
khususnya terhadap pihak pedagang. Hal ini berbeda ketika terjadi distorsi
pada pasar seperti ihtikar, tadlis, taghrir, monopoli dan sebagainya, sehingga
membuat harga-harga menjadi naik dan menimbulkan kesusahan pada
manusia. Maka para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi
pasar dengan menetapkan harga, dengan tujuan agar distorsi pasar yang terjadi
dapat dihilangkan, dan harga-harga kembali menjadi normal sesuai hukum
permintaan dan penawaran. Para ulama juga mensyaratkan agar pemerintah
sebelum menetapkan harga bermusyawarah dengan ahli ekonomi dan para
cendekiwan untuk melihat kemaslahatan dari penetapan harga tersebut, jangan
sampai penetapan harga membuat kemudharatan pihak pedagang. Penolakan
Rasul Saw karena takut adanya kezaliman, maka pembolehan intervensi pun
bertujuan untuk menghilangkan kezaliman sehingga para ulama membolehkan
nya. Dari pembolehan penetapan harga, dapat dilihat bahwa hal ini sesuai
dengan maqgasid as-syari’ah, yaitu untuk menjaga manusia mendapatkan
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

. Jurnal Parman Komarudin dan Muhammad Rifgi Hidayat, Dosen Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul: Penetapan Harga oleh Negara
dalam Perspektif Fikih. Hasil kesimpulannya bahwa dalam perspektif fikih,
Penetapan Harga Oleh negara menyebut tiga unsur yang sama. Pertama,
penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, kedua, pelaku pasar
sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan, ketiga, penetapan harga tertentu
sebagai subtansi kebijakan. Penetapan Harga oleh Negara mempunyai dua
bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Penetapan hargaada yang zalim,
itulah yang diharamkan dan ada yang adil,itulah yang dibolehkan. Intervensi
pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan apabila terjadi
indikasi distorsi pasar, tetapi apabila penentuan harga dilakukan dengan
memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan itu

tidak dibenarkan oleh agama, pemerintah sebagai regulator diharapkan ber
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peran sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah
satu instrumennya adalah pasar.

. Jurnal Yenti Afrida, Lecturer of Syari’ah PPs Faculty at IAIN Imam Bonjol
Padang, dengan judul: Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan
Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam. Hasil kesimpulannya ialah
bahwa dalam konsep mekanisme pasar secara islami, harga-harga komoditi
ditetapkan oleh mekanisme pasar, artinya harga berlaku tergantung kepada
permintaan dan penawaran. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti
penetapan harga BBM yang mengalami turun-naik tergantung harga minya
dunia, maka pemerintah boleh intervensi harga demi kemaslahatan dan
melindungi kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara
ekonomi. Karena tindakan intervensi oleh pemerintah tersebut berlandaskan
kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

. Jurnal Sukamto yang berjudul: Memahami Mekanisme Pasar dalam Ekonomi
Islam. Hasil penelitiannya bahwa pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran
produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung
sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan
yang penting dalam perekonomian. Rasulullah SAW sangat menghargai harga
yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak
adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena
mekanisme pada yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan
penawaran. Pasar telah mendapat perhatian memadai dari ulama klasik seperti
Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiah dan Ibnu Khaldun. Pemikiran tentang
mekanisme pasar tidak saja mampu memberikan analisa yang tajam tentang
apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong modern untuk masa sekarang.
Banyak dari pemikiran mereka baru dibahas oleh para ekonom barat ratusan
tahun kemudian.

. Jurnal Mul Irawan, Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA), dengan

judul: Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita: Studi
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Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Dimuat dalam jurnal:
JEBIS. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli bertemu dan
melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam
Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya
kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli
merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang ‘“terakreditasi” dalam
Islam. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya
dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan yang terkait
dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan
sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak
lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim,
maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain
terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Konsep
Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi
apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak
mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam
hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan
lainya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar
untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Harus diyakini
bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang
darurat. Keadaan darurat di sini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam
keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompeti
si secara fair (market failure).

. Jurnal Ain Rahmi yang berjudul: Mekanisme Pasar dalam Islam, dimuat dalam
“Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan™ Vol. 4, No. 2, Tahun 2015. Hasil
penelitiannya bahwa konomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan
individu berada dalam keseimbangan (igtishad), tidak boleh ada sub-ordinat,

sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin
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kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan
harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan
pasar. Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara
adil (fair) dan distorasi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para
pihak, maka Islam membolehkan adanya internevsi pasar oleh negara untuk
mengembalikan agar pasar kembali normal. Pasar yang dibiarkan berjalan
sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan
penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruk
tur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan
yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran
yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi
ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna,
informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak
lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh meng
ganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika
terjadi distorsi dalam sistem pasar. Konsep makanisme pasar dalam Islam
dapat dirujuk kepada hadits Rasululllah SAW. Dengan demikian, Islam jauh
mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep
mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh
ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah,
Ibnu Khaldun, dsb. Para ulama tersebut telah - membahas konsep mekanisme
pasar secara konprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply and
demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktar-faktor yang mempe
ngaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh kekuatan supply
and demand. Jika terjadi distorsi pasar maka pemerintah boleh intervensi pasar.
Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan
peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk

menentukan harga yang kompetitif.
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8. Jurnal Putri Nuraini, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau
(UIR), yang berjudul: Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq
dalam Konsep Jual Beli. Hasil penelitiannya dalam pandangan Islam jual beli
merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakah fardlu
kifayah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas
dari peran Syari’ah Islamiyah. Sistem Islam melarang setiap aktivitas
perekonomian, tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur
paksaan, mafsadah (lawan dari manfaat), gharar (penipuan), ihtikar (penim
bunan) dan siyasah al-ighrag (dumping/banting harga) pada masa modern
sekarang ini. Konsep jual beli yang dilarang berbagai jenis sesuai dengan
cabang-cabangnya dan sifatnya. Hal ini dapat dibagi kedalam: ditinjau dari
sudut rusak syarat akad, ditinjau dari sudut rusak syarat sah. Ihtikar adalah
upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.
Siyasah al-Ighraq atau banting harga (politik dumping) adalah sebuah aktivitas
perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual
barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di
pasaran. Para ulama figih sepakat meyatakan bahwa ihtikar dan siyasah al-
ighraq tergolong kedalam perbuatan yang dilarang (haram) karena dapat
menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas
harga di pasar dan dapat merusak mekanisme pasar. Aktivitas ekonomi
merupakan begian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan masalah ihtikar
dan siyasah al-ighraq, kedua istilah ini dalam ilmu ekonomi kontemporer
dikenal dengan monopoly’s rent-seeking (ihtikar)dan dumping (siyasah al-
ighraq). Dikarenakan ihtikar dan siyasah al-ighraq besar kaitannya dengan
jual beli, maka kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam lembaga
keuangan syariah adalah juga besar kaitannya dengan produk-produk yang

menggunakan akad jual beli seperti murabahah, salam dan istishna’.
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9. Jurnal Fasiha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo dengan judul, Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek
Ihtikar. Hasil penelitiannya bahwa al-ihtikar adalah Menahan suatu barang
untuk tidak diperjual belikan sampai harga barang pada titik tertinggi ketika
harga suatu barang sudah naik barulah diperjual belikan. Kondisi tersebut
dapat mengakibatkan polemik perubahan harga yang tidak wajar yang
cenderung naik. Perubahan naik turunnya harga barang di pasar juga sangat
dipengaruhi oleh genuine supply dan demand. Mannan menganalisis empat
faktor penyebab naiknya harga dan Ihtikar merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan harga barang di pasar akan tinggi, disisi lain Islam mengingin
kan harga pasar yang muncul dari persaingan sempurna. Para ahli fighi dan
ulama pada dasarnya sepakat terkait dengan pengharaman terkait peraktek
Ihtikar karena menyebabkan tidak normalnya harga pasar. Perbedaan pendapat
hanya terkait dengan objek dan motif Ihtikar. Pengharaman Ihtikar ketika
objek atau barang yang diperdagangkan adalah barang yang sangat dibutuhkan
oleh masyarkat seperti bahan pokok, BBM dan barang jenis lainnya yang
ketika ditimbun akan mengakibatkan terjadinya loncatan harga pasar. Ihtikar
dibolehkan ketika pemimbunan barang dilakukan dengan tujuan pemenuhan
kebutuhan sehari-hari.

10. Jurnal H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Alauddin Makassar dan IAIN Watampone, dengan judul: Analisis
Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Hasil penelitian adalah
bahwa Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam
perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin
serta tabi’in menunjukkan adanya peranan pasar yang sangat besar. Rasulullah
saw sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai
harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga (price intervention)
seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar atau

alami. Namun harga yang adil dapat tercipta dipasar bila adanya moralitas
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(fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan
(justice). Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak
harga pasar. Disamping itu pemerintah dapat melakukan intervensi harga
apabila terjadi distorsi pasar, baik secara alamiah (faktor alam) maupun
perilaku pasar yang menyimpan. Olehnya itu perlu ada badan hisbah untuk
memantau mekanisme harga yang terjadi di pasar sehingga tercipta mekanisme

pasar yang sehat, adil, dan memiliki keberkahan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan analisis, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.??
Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan
menggunakan metode penelitian. adapun metode penelitian ini yang digunakan
dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Demikian juga dalam
skripsi ini, di mana pembahasan ini memuat beberapa langkah dalam penelitian
ini. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang
digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif
konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu,
nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola
pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif,
pengetahuan dibangun melalui interprestasi terhadap multi perspektif yang

beragam.? Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang

22Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), him.
13.

ZAjat Rukajat, Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach),
(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), him. 5.
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ditujukan untuk menganalisa hukum intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli
menurut tinjauan teori maslakah, yang dikaji menurut Yasuf al-Qaradawi.
2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu
dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-
buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang relevan dengan
pembahasan ini. Secara khusus, data utama/pokok penelitian ini yaitu kitab-kitab
Yusuf al-Qaradawi tentang intervensi pasar.
3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua
kategori, yaitu:?
a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang
dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data
primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari kitab-kitab Yasuf
al-Qaradawi.
b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan.
Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan
objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data
kepustkaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel
hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan
kajian penelitian ini.
4. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library
research) yang mengambil rujukan dari sumber-sumber tertulis, maka data-data
yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

24Ibid., him. 158.
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas).
Dalam hal ini, bahan utama penelitian yang dimaksudkan yaitu kitab-kitab
Yusufal-Qaradawi Halal Haram fi al-1slam, Fatwa Mu ashirah, dan Kitab
yang relevan lainnya.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku Figh Isiam wa
Adillatuh karangan Wabah Zuhaili, Fighu al-Sunnah karangan Sayyid
Sabiq, dan buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan objek
penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga
dengan objek masalah yang penulis kaji.
5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.?® Jadi validitas data
mempunyai Kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data
penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan
sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan serta dalam hal ini diambil
dari rujukan-rujukan kitab asli atau kitab terjemahan.
6. Analisa data

Penulis mengkaji masalah dengan menggunakan metode analisis-
deskriptif. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah terkait norma
hukum tentang intervensi pasar, kemudian penulis berusaha menjelaskan serta

menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi secara konseptual.

%Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), him.
117.
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7. Panduan Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi
Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alguran penulis kutip dari Alguran dan

terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian .ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat
bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-
bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, penjelasan istilah, kajian peustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab dua, merupakan konsep intervensi pasar dalam jual beli menurut
hukum Islam, pengertian intervensi pasar dan jual beli, dasar hukum jual beli, hak
penentuan harga dalam jual beli, pendapat ulama tentang intervensi pasar dalam
jual beli, dan teori maslahah.

Bab tiga, yaitu analisisi intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli
menurut pendapat Yusuf al-Qaradawt, profil Yusuf al-Qaradhaw, pendapat Ytsuf
al-Qaradawi tentang hukum intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli, dalil
dan metode istinbar yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan
hukum intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli, tinjauan teori maslakah
terhadap hukum intervensi pasar (price fixing) dalam jual beli.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, yaitu jawaban
atas pertanyaan yang ada dalam rumsuan masalah, kemudian ditutup dengan saran

terhadap masalah yang diteliti.



BAB DUA
KONSEP INTERVENSI PASAR DALAM
JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Intervensi Pasar dan Jual Beli
1. Intervensi Pasar

Konsep intervensi pasar dikenal dalam konteks hukum positif Indonesia
dan juga hukum Islam. Konsep intervasi pasar tersebut diarahkan pada penetapan
harga oleh pemerintah terhadap suatu komuditas harga barang. Istilah “intervensi
pasar” tersusun dari dua kata yaitu intervensi dan pasar. Kata intervensi bermakna
campur tangan.! Adapun kata pasar bermakna pekan, bazar, tempat perdagangan
atau tempat jual beli.? Berdasarkan dua pemaknaan ini dapat dipahami intervensi
pasar adalah campur tangan atau ikutr terlibat di dalam manajemen pasar, seperti
misalnya dalam masalah harga.

Intervensi pasar atau dalam istilah lain disebut market intervention, atau
penentuan harga (price mixing), merupakan turut campurnya pemerintah di dalam
menintervensi pasar, yaitu dengan membuat kebijakan yang bisa mempengaruhi
dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) oleh sebab
terjadinya distorsi pasar karena faktor alamiah.® Intervensi pasar juga bermakna
bahwa apabila distorsi pasar terjadi karena sifatnya alamiah maka kebijakan yang
ditempuh adalah intervensi harga pasar.* Jadi, intervensi pasar berkait erat dengan
keikutsertaan pemerintah dalam mekanisme harga pasar.

Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, intervensi
pasar diistilahkan dengan zas ’ir yang asalnya dari kata sa ‘ara berarti menyalakan

atau mengobarkan, mempercepat, melintasi, dari kata sa ‘ara, kemudian muncul

1Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 561.
2Sugiyono, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 358.

3Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi,
Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 126-127.

“Supriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, (t.pt: Guepedia, 2018), him. 52.
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istilah al-sa 'ru, bentuk jamak atau plural as ‘ar artinya harga. Selanjutnya muncul
istilah al-as ’ir, artinya al-tatsmin, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.®
Dari mana ini, tas ’ir atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada
pasar yang tidak seimbang.

Menurut makna terminologi atau istilah, terdapat beberapa definisi tas 'ir
atau penetapan harga yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah Yusuf
al-Qaradhawi. Menurutnya, penetapan harga (fas 'ir) adalah penentuan harga oleh
pemerintah sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan
harganya.®

Menurut Abdus Sami’ Ahmad Imam, tasir atau intervensi pasar adalah
tindakan hakim membatasi harga barang dagangan sehingga penjual tidak boleh
melewati harga yang telah ditetapkan.” Definisi lainnya dipahami dari keterangan
Sayyid Sabiq, zas 'ir ialah penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual
belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.®

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa intervensi
pasar diarahkan kepada penetaoan atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan
nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komuditas barang, maka
pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan menurunkan harga tersebut
sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para pedagang ataupun pemilik barang
secara umum akan meninggikan harga barang ketika permintaan terhadap barang
itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak banyak. Demikian juga ketika jumlah
suatu barang banyak, sementara permintaan sedikit, maka harga barang biasanya

akan turun secara drastis. Sebab itu, intervensi pasar atau penetapan harga (zas 'ir)

5Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab
Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 633.

Y usuf al-Qaradhawi, Membumikan Islam, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung:
Mizan Pustaka, 2018), him. 188.

"Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terj: Y. Magosid)
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 368.

8Sayyid Sabiq, Figih al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaugina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him. 53.
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dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam menentukan batasan harga yang
wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

2. Jual Beli

Secara bahasa, istilah jual beli tersusun dari dua kata, yaitu jual, dan beli.
Kata jual dan beli biasanya digunakan dipahami untuk satu istilah tersendiri
menjadi “jual beli”, yaitu suatu aktivitas tukar menukar barang untuk tujuan saling
menerima manfaat dan saling menguntungkan. Menurut Kamus Bahasa
Indonesia jual beli bermakna persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni
pihak yang menyerahkan barang, dan juga pembeli sebagai pihak yang membayar
harga barang yang dijual, ataupun disebut pula dengan menjual dan membeli.® Di
dalam istilah fikih, jual beli disebutkan dengan istilah bai’, secara etimologi
berarti penjualan, pelelangan, atau menjajakan.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan definisi jual beli para ahli.
Secara umum, jual beli atau biasa disebut bai’ merupakan pertukaran harta dengan
harta atas dasar saling merelakan,!* atau memindahkan hal milik dengan ganti
yang dibenarkan.? Al-Jaziri menyebutkan bahwa jual beli mempunyai arti umum,
dan makna khusus. Makna umum jual beli adalah segala macam jual beli secara
bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat.*> Adapun makna khusus jual beli
adalah segala bentuk jual beli termasuk akad salah, sharf dan akad lainnya.'*
Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli diarahkan kepada
makna suatu aktivitas seseorang terhadap pihak lain dengan melakukan

persetujuan dan saling menukar harta yang bernilai.

9Tim Pustaka, Kamus..., him. 133.
10Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, Kamus..., him, 124.

1 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Sidig, Figh Muamalah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 67.

2Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him.
101.

BAbdurrahman al-Jaziri, Figih Empat Mazhab, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 266.

“Ibid.
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Menurut Idri, jual beli merupakan proses tuka menukar barang atas dasar
prinsip suka sama suka.’® Definisi yang lebih luas, komprehensif dikemukakan
oleh Soemitra, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau
uang dengan barang atas dasar saling rela yang mengakibatkan aktivitas menjual
dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang
dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan, dan tidak dilarang oleh
syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu
pihak kepada pihak yang lain.'® Jadi, istilah jual beli di sini diarahkan pada makna
saling tukar menukar harta yang menimbulkan pemindahan hak kepemilikan antar
masing-masing yang melakukan praktik jual beli dan dilakukan dengan saling
merelakan atau ridha.

Mencermati beberapa definisi jual beli di atas dapat dipahami bahwa
dalam rumusan jual beli memiliki beberapa aspek, yaitu:

a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan pembeli

b. Adanya praktik tukar menukar harta

c. Harta yang dipertukarkan itu baik dalam bentuk barang atas barang
(barter), atau barang dengan uang

d. Saling rela

e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik bagi masing-masing
pihak

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana muamalah antara sesama umat manusia memiliki
landasan yang kuat dalam Alqur’an dan sunah Rasulullah SAW. Ayat Al-Qur’an
yang berbicara tentang jual beli pada surah Al-Bagarah ayat 275:

®|dri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 156.
18Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan

dan Bisnis Kontemporer, Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019),
him. 64.
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Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Bagarah [2] ayat 275).

Ayat di atas umumnya digunakan sebagai dalil pensyariatan jual beli (bai”)
dalam Islam. Melalui ayat di atas, Allah SWT sudah menghalalkan jual beli dalam
hubungan muamalah Islam. Penghalalan jual beli sebagaimana dimaksud ayat di
atas secara langsung bisa dipahami sebagai suatu pembolehan. Menurut Imam al-
Qurthubi, saat menjelaskan ayat di atas menyatakan, ayat-ayat tersebut mencakup
hukum riba, akad jual beli, ancaman bagi orang yang menghalalkan riba dan orang
yang bersikeras melakukan riba.’

Terkait dengan redaksi ayat yang menyebutkan: “Isi5l a5 5 aall 40 Jal 57,
Imam al-Qurthubi berkomentar, kalimat tersebut termasuk salah satu bentuk yang
umum dalam Alquran. Adapun huruf alif dan lam pada kata al-bai * berguna untuk
keterangan jenis, karena tidak ada penyebutan kata ini sebelumnya yang dapat
dijadikan sandaran tempat kembalinya.'® Yang menjadi pengkhususannya ayat di
atas adalah riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkah
seperti jual beli khamr, perdagangan bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada
kejelasannya, dan jualbeli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadis
maupun ijma para ulama. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Sedangkan

beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ayat di atas termastrk mujmal dalam

Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2009), him. 768.

8Ibid., him. 788.
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Alquran, lalu dibagi-bagi menjadi jual beli yang halal dan jual beli yang haram.
Oleh karena itu, ayat di atas tidak dapat digunakan untuk penghalalan jual beli
secara keseluruhan ataupun pengharamannya secara keseluruhan, kecuali disertai
dengan penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan pembolehan
jual beli secara keseluruhan tanpa pembagi-bagian.®

Ayat ini barangkali menjadi satu-satunya dalil yang secara tegas dijadikan
sebagai dasar hukum jual beli dalam Islam. Redaksi ayat yang menyebutkan: “wa
ahallallah al-bai’a” merupakan bentuk lafaz sarih atau jelas. Di dalam catatan M.
Quraish Shihab, redaksi ayat tersebut termasuk dalam lafaz sarih atau jelas, yang
mempunyai makna bahwa jual beli berbeda dengan riba.?® Ini ditegaskan dalam
konteks di mana kaum musyrik yang beranggapan bahwa jual beli sama dengan
riba. Sedangkan makna yang kedua dari redaksi ayat tersebut adalah bahwa jual
beli merupakan sesuatu yang dihalalkan sementara praktik riba adalah haram.?:

Kehalalan jual beli sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Bagarah [2] ayat
275 sebelumnya secara prinsip bukan untuk meng-counter riba saja akan tetapi
hukum jual beli ini lahir untuk menjadi imbangan terhadap pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang sebagai agama yang
dibawakan Rasulullah SAW, praktik jual beli sudah terjadi di tengah-tengah
masyarakat. Praktik yang paling umum diketahui adalah dengan cara barter, yaitu
pertukarang barang yang satu pihak tidak mempunyai barang tertentu, kemudian
ditukarkan dengan barang lain sehingga kebutuhan kedua pihak yang bertransaksi
saling terpenuhi satu sama lain. Bahkan, jual beli adalah termasuk sebagai mata
pencaharian alami manusia dimanapun tempatnya. Hal ini sebagaimana telah
diulas dengan relatif cukup oleh Ibn Khaldun. Dalam magnum oppus atau karya

besarnya berjudul “Mugaddimah” dinyatakan bahwa perdagangan adalah usaha

BImam al-Qurthubi, Tafsir..., him. 788.

20M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui
dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam
Penafsiran Alquran, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), him. 146-147.

Zbid.
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yang bersifat alami dan termasuk di antara mata pencaharian manusia. Polanya
adalah mendapatkan apa yang ada di antara dua nilai harga yaitu antara pembelian
dan penjualan dan terwujud hasil usaha tersebut berupa keuntungan.??

Kenyataan bahwa jual beli merupakan suatu usaha yang bersifat alami di
tengah masyarakat dahulu kemudian dipertegas kembali di dalam QS. Al-Bagarah
[2] ayat 275. Karena itu hukum Islam hadir bukan mengganti secara penuh praktik
dan tingkah laku usaha masyarakat dahulu, akan tetapi menimbal apa-apa yang
masih kosong, menetapkan sesuatu yang baik dari praktik yang sudah sejak lama
ada (salah satunya jual beli), dan melarang praktik yang terdapat unsur kezaliman
praktik muamalah (salah satunya adalah riba).

Jual beli merupakan salah satu cara dalam mendapatkan kepemilikan harta
di samping ada cara-cara lainnya yang dilegalkan dalam Islam. Di tengah-tengah
masyarakat mungkin sekali saling bekerja sama muamalah, satu sama lain saling
membutuhkan secara mutual dan melakukan siklus muamalah jual beli. Harta atau
hak milik harta yang diperoleh secara batil justru dilarang. Oleh sebab itu, dasar
hukum pelarangannya disebutkan secara eksplisit dalam QS. al-Nisa’ [4] ayat 29.

Avyat ini sekaligus sebagai dasar hukum jual beli:*
V52802 ol 32 5 0355 O el 1S STt GISTE ¥ el 2.0 e
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 29).

Menurut al-Maraghi, dikutip oleh Gibtiah, dasar halalnya perniagaan ialah

meridai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah

22Muhammad Ibn Khaldun, Mugaddimah Ibn Khaldun, (Terj: Masturi Irham, Malik
Supar, & Abudun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 688-689.

ZAbd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia,
Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 154.



27

hal-hal yang diharamkan.?* Dengan begitu, jual beli yang dilakukan dengan tanpa
kerelaan tidak boleh dilakukan. Karenanya, kerelaan merupakan salah satu unsur
atau syarat penting yang harus ada ketika melakukan akad jual beli.

Istilah tijarah sebagaimana tersebut dalam ayat dimaknai perniagaan yaitu
apapun yang diniagakan, tercakup di dalamnya adalah jual beli. Larangan makan
harta orang lain secara batil dilarang, sementara perniagaan yang didasari dengan
motivasi suka sama suka dibolehkan. Maksud memakan dengan cara batil tersebut
di antaranya ialah mengambil tanpa hak melalui pencurian, melakukan akad yang
mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan dan lainnya yang dilarang dalam
Islam.? Al-Asyqar dalam memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu
kezaliman yang paling besar ialah dengan makan harta orang lain secara batil.?®
Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Sayyid Sabiq, bahwa salah satu dari
cakupan makna makan harta orang lain dengan cara batil adalah mengambil harta
dari pemiliknya dengan cara yang zalim seperti mencuri, mengkhianati, memaksa
dan cara-cara lainnya yang sejenis. Kemudian di dalamnya juga tercakup makna
mengambil dengan cara yang dilarang agama misalnya dengan cara perjudian dan
dengan cara menjalin akad yang diharamkan seperti riba, jual beli sesuatu yang
diharamkan oleh Allah SWT, seperti jual beli khamar, yang mencakup semua
jenis narkotika. Semua cara tersebut haram hukumnya.?’

Imam al-Qurthubi dalam memberikan komentar mengenai lafaz tijarah di
dalam ayat di atas berarti perniagaan, yaitu jual beli. Tijarah sebagai perniagaan
sama dengan pedagangan.?® Dengan begitu, Allah SWT sebetulnya memberikan
informasi tentang praktik perniagaan yang dibolehkan berupa jual beli, dilakukan

atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur pengambilan harta secara batil. Sebab,

24Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 120.

Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, (Terj: As’ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), him. 343.

2Umar Sulaiman al-Asydqar, Surga dan Neraka, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), him. 80.
2’Sayyid Sabiq, Figh..., him. 65.
2mam al-Qurthubi, Tafsir..., Jilid 5, him. 350.
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jual beli adalah imbangan hukum yang muncul karena adanya larangan memiliki
harta dengan cara yang batil, seperti pencurian, pemerasan, riba dan yang lainnya.
Untuk itu, sebagai gantinya Allah SWT melegalkan perniagaan, perdagangan dan
jual beli sebagai jalan untuk memperoleh kepemilikan.

Selain itu, dasar hukum jual beli juga merujuk kepada banyak riwayat dari
hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antaranya yang paling populer adalah
riwayat al-Bukhari dari Aisyah sebagai berikut:

@
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Dari A’isyah ra berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari orang

Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju
besi Beliau. (HR. Al-Bukhari, 1998: 475).

Hadis ini menjadi dua dasar hukum sekaligus, yaitu tentang legalitas jual
beli dan hukum gadai (rahn). Dasar hukum jual beli dalam hadis di atas mengacu
kepada lafaz “isytara Rasulullah SAW min Yahudi tha’aman”, maknanya adalah
Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa
jual beli diperkenankan dalam Islam, meskipun secara kontekstual, hadis tersebut
berhubungan pula dengan hukum gadai (rahn). Artinya, Rasulullah SAW dalam
hal ini melakukan jual beli tidak secara tunai, namun dilakukan dengan tata cara
angsuran. Sebelum angsuran itu lunas, Rasulullah SAW juga memberikan barang
gadai sebagai jaminannya.

Selain Alguran dan hadis, dasar hukum legalitas jual beli tersebut merujuk
kepada ijmak para ulama. Muhammad al-Zuhaili mengemukakan bahwa seluruh
umat bersepakat bahwa jual beli merupakan sesuatu yang disyariatkan.?® Sayyid
Sabiq juga menjelaskan bahwa pensyariatan jual beli ini berdasarkan Alquran dan
hadis, serta ijmak. la menyebutkan: “Seluruh umat menyepakati pembolehan jual

beli dan transaksi dagangnya sejak zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang

BMuhammad al-Zuhaili, Mu 'tamad Figh Imam Syafi’i, (Terj: Muhammad Hidayatullah),
Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), him. 13.
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ini”.3® Hanya saja, tidak semua jual beli dibenarkan dalam Islam. Ada syarat yang
harus dipenuhi saat melakukan transaksi jual beli. Ibn Rusyd dalam komentarnya
tentang ini menyebutkan ada empat hal yang merusak akad jual beli, yaitu barang
yang diperjualbelikan haram, adanya unsur riba, adanya penipuan, dan membuat
syarat yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam.3!

Praktik jual beli juga diakui pada beberapa kaidah fikih yang relatif cukup
umum dikenal dalam fikih muamalah, seperti misalnya dalam kaidah berikut ini:

2 A5y ol g Y

Hukum dasar muamalah adalah mubah.?

Selain kaidah dasar di atas, juga kaidah lain yang menyebutkan: “Hukum
asal segala sesuatu adalah diperbolehkan,® atau ada juga kaidah: “Hukum asal
segala suatu boleh sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya”.®
Berdasarkan beberapa teori ini, maka segala sesuatu dibolehkan dalam pandangan
Islam. Hanya saja, batasannya adalah ada tidaknya dalil yang ada menunjukkan
keharamannya. Dalam konteks jual beli, dalil yang menunjukkan keharamannya
bisa dalam bentuk ada tidaknya praktik riba, ketika ada riba, maka jual beli sudah
tidak boleh lagi dilakukan.

C. Pendapat Ulama tentang Intervensi Pasar dalam Jual Beli
Kajian hukum tentang penentuan harga dalam jual beli berawal dari kajian
sejarah di mana pada masa Rasulullah Saw, keadaan pasar sudah sangat pesat.

%0Sayyid Sabiq, Figih..., him. 5.

3l1bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid, (Terj: Saefudin Zuhri dan
Rasyid Satari), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 236.

32yusuf al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Terj: Fedrian Hasman),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), him. 9.

3A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 130.

34Yusuf al-Qaradhawi, Tuntas Memahami Halal dan Haram, (Terj: M. Tatam Wijaya),
(Jakarta: Qalam, 2017), him. 36.

3Abdul Rahman Ghazali, dkk., Figh..., him. 319.
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Pada masa itu, Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat membatasi
harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari permintaan dan
penawaran yang alami.*® Penolakan Rasulullah Saw dalam hal ini dapat dipahami
dari keterangan Rasul padda waktu itu muncul kasus-kasus di mana para pelaku
pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komuditas
barang. Atas dasar muncul pula gagasan dan pendapat para ulama membolehkan
penentuan harga dalam jual beli, dan ada juga yang masih tetap melarang dalam
menentukan harga atas keterlibatan pemerintah.®’

Sebelum menjelaskan pandangan ulama, maka perlu dikemukakan terkait
hukum atau teori permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran
ini sangat erat kaitannya dengan kondisi harga barang di pasar, artinya semakin
banyak permintaan atas suatu komuditas barang yang justru jarang tersendia akan
berakibat kepada tingginya harga barang.

Dalam hukum permintaan, maka kurva permintaan berhubungan dengan
seberapa banyak kuantitas barang atau produk yang bersedia dibelikan konsumen
dikarenakan perubahan harga perunit. Sementara itu, dalam hukum penawaran,
maka kurva penawaran berhubungan erat dengan jumlah barang yang bersedia di
jual oleh para produsen pada harga yang akan diterimanya di pasar.®® Menurut
Damsar, harga dalam tipe pasar dan komuditas suatu barang biasanya dipengaruhi
oleh hukum permintaan dan penawaran (supplay and demond).>® Atas dasar itu,
maka suatu harga komuditas barang akan berpengaruh besar. Terhadap kondisi
pasar ini, maka para ulama berbeda pendapat, apakah pemerintah boleh intervensi

atau tidak, sebagaimana penjelasannya secara rinci dikemukakan berikut ini:

%]ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magqashid al-Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 201.
37 Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 372.

M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan
Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), him. 46-48.

%Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pasar, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2018), him. 111.
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1. Pendapat yang Melarang Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Dalam fikih muamalah, hukum asal menentukan harga ialah terletak bagi
para pelaku pasar itu sendiri, yaitu para pedagang, dan pemerintah tidak memiliki
wewenang dalam intervensi harga pasar. Imam Syafi’i berpendapat, penetapan
harga atau intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku
usaha atau pegadang adalah haram. Demikian juga pendapat Imam Ahmad bahwa
pemerintah tidak berhak menetapkan harga barang di pasar, masyarakat lah yang
mempunyai kebebasan untuk memperjualbelikan suatu harta menurut pada yang
mereka tetapkan.*

Dalilnya adalah QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 seperti sudah dikutip sebelumnya.
Menurut kelompok ini, QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 tegas menyebutkan lafaz tijarah
(perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurthubi, lafaz
‘an taradhin pada ayat tersebut bermakna ‘an ridha, maknanya saling meridhai.**
Menurut Ibn Katsir arti an taradhin yaitu “saling meridhai antara penjual dan
pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam
memperoleh harta benda”. Dalil tersebut dijadikan hujjah Imam Syafi’i, bahwa
dalam jual beli tidak sah kecuali dengan gabul (sikap menerima), sebab sighat
gabul sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).*?

Para fugaha berbeda di dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut.
Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta
merta tanpa ada khiyar dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik
jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli najizan ataupun mu ‘atat.
Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Malik. Sebagian lainnya memahami
ridha haruslah ada khiyar di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang

oleh Syiraih, Ibn Sirin, dan al-Sya’bi.

“Olka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip..., him. 201.
“Imam al-Qurthubi, Tafsir..., Jilid 4, him. 252.

42Abdurrahman bin Ishag, Tafsir lbnu Katsir, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor:
Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 281.
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QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan
oleh para ulama mengenai larangan intervensi harga satu barang. Alasannya ialah
bahwa dalam ayat tersebut ada larangan memakan harta orang lain tampa unsur
kerelaannya. Di dalam konteks tas 'ir, pemerintah yang menentukan batasan harga
secara tidak langsung memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang
tidak diridhainya sehingga hal tersebut dibolehkan.** Hal ini juga dilarang dalam
riwayat hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada kehalalan harta seorang muslim
kecuali atas kerelaan hatinya:
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Dari Abu Hurrah al-Ragasyi dari pamannya dia berkata Aku memegang
tali kekang unta Rasulullah Saw pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu
tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak orang-
orang dari beliau, beliau bertanya: Wahai manusia, tahukah kalian di bulan
apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang? Para sahabat
menjawab. Di hari haram, bulan haram dan negeri haram, beliau bersabda:
Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian,
sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya
hari kalian bertemu Allah. Beliau melanjutkan: Dengarkanlah aku, hidup
lah kalian dan jangan berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim,
Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya.
(HR. Ahmad).

Hadis di atas juga bersesuaian dengan penjelasan ayat sebelumnya, bahwa

pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena penetapan harga tersebut sama

43Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 369.
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dengan menzalimi pemilik barang atas dasar tidak diridhainya.** Landasan hukum
larangan penetapan harga juga ditemukan dalam riwayat Abi Dawud berikut ini:
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Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah
menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas
bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata;
wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk
kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan
harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi.
Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada

seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam
hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:*
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Janganlah kalian menentukan harga, karena sesunggungnya Allah yang
membatasi, yang mencabut, yang membeber, dan yang memberi rezeki.

Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis

di atas secara tekstual jelas melarang ras’ir (penetapan harga) melalui intervensi

pasar. Adapun dasar logis para ulama yang melarang intervensi pasar mengacu
kepada beberapa poin argumentasi berikut:*°

a. Manusia bebas dalam menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada

sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya secara

sendiri dan sah. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk menjual

barang dengan harga yang diridhainya tanpa ada pencekalan dalam praktik

4 Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 369.
“5Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 369.
4Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar..., him. 372.
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penggunaan harta mereka, sehingga hal itu saling bertentangan dengan di
bolehkannya menggunakan harta.

b. Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan
sehingga wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang atas apa
yang ada di dalam kekuasaannya. Penjagaannya terhadap pihak pembeli
untuk mendapatkan kemaslahatan jangan sampai melebihi penjagaannya
terhadap pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan, yaitu memberi
kebebasan menjual barang sesuai dengan kerelaannya. Saat kemaslahatan
penjual dan pembeli saling bertentang maka waib untuk dibiarkan supaya
keduanya berijtihad sendiri sehingga mereka berdua rela untuk memeroses
dan merealisasikan kemaslahatan mereka berdua.

c. Terkadang di dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan
bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak si penjual, pembatasan harga akan
menjadikannya menyembunyikan barang dagangannya sehingga barang
dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.*’

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama Mazhab
Syafi’i dan Hanbali melarang adanya intervensi pasar dalam konteks mu’amalah
Islam karena tidak sejalan dengan dalil-dalil Alquran dan juga beberapa riwayat
hadis sebelumnya. Di samping itu, intervensi pasar justru dapat menghilangkan
nilai-nilai saling rida antara para pedagang dengan konsumen. Prinisip-prinsip di
dalam muamalah Islam, salah satunya adalah saling rida atas harga yang sudah
ditentukan pedagang. Sementara itu, intervensi pasar justru akan merugikan para

pedagang dan membatasi asas kebebasan dalam menentukan harga itu sendiri.

2. Pendapat yang Membolehkan Intervensi Pasar dalam Jual Beli

Berbeda dengan itu, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, justru mengakui
adanya kewenangan pemerintah menetapkan harga komuditas suatu barang. Di
dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan penetapan harga untuk

#'Ibid.
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barang-barang hajiyyat (sekunder), hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan. Apabila pemilik barang dagangan mematok harga yang
tinggi, maka dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak (memiliki
wewenang) menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.*®
Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga menurut

pandangan ini mengacu kepada kemaslahatan atau mashlahah.

D. Teori Maslahah
1. Pengertian Maslahah

Secara bahasa, maslahah telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu
maslahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maslahat diartikan sebagai
sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan
berguna.*® Dalam bahasa Arab, kata maslahah berasal dari kata salaha, yaslihu,
salhan, saluhun, dan masluhun, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.>® Kata
maslahah adalah mashdar dengan arti kata salah, yaitu manfaat, atau terlepas dari
kerusakan berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan.>! Definisi
maslahah mudah ditemukan dalam banyak literatur Usul Figh, secara keseluruhan
memberi arti maslahah sebagai kebaikan dan kemanfaatan.

Menurut Firdaus, maslahah adalah segala yang mendatangkan manfaat,
baik melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak dan
menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.>?
Melihat beberapa definisi tersebut, maslahah diarahkan pada makna kemanfaatan

secara bahasan, dan menolak kemudaratan secara istilah. Dengan demikian,

“8ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip..., him. 202.

49Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta:
Pustaka Phoenix, 2009), him. 399.

0Gatria Effendi M. Zein, Ushul Figh, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him. 148.

SLAmir Syarifuddin, Ushul Figh, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), him. 345

S2Fridaus, Ushul Figh,, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), him. 80-81.
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maslahah diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik dengan cara
mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan mengambil apa-
apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang membawa pada kerusakan

dan yang membahayakan.

2. Macam-Macam Maslahah
Konsep maslahah yang tersebar dalam literatur Ushul Figh menjadi kajian
yang dianggap cukup penting dalam penemuan hukum Islam. Keberadaannya
cukup memberi pengaruh dalam khazanah hukum Islam. Konsep maslahah ini
bila diperhatikan cakupannya sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-
bentuk yang spesifik. Para ulama setidaknya membangi jenis maslahah ini ke
dalam dua bagian umum, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam
menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan
baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, maslahah
dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:>
a. Maslahah daruriyyah
Maslahah daruriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak
punya arti apa-apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah
disebutkan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan
dharuriyyat agama telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran
termasuk larangan keluar dari Islam. Alquran telah melarang seorang
muslim meninggal dunia kecuali dalam keadaan berstatus Islam atau

muslim seperti disebutkan dalam QS. Ali Imran [3] ayat 102:
Osaked g N S V5 Lol B AT LA e 0T R
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam
keadaan beragama Islam.

SAmir Syarifuddin, Ushul..., him. 345,
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Larangan keluar dari agama Islam juga sangat jelas disebutkan
dalam satu riwayat hadis al-Bukhari, Muslim, dan beberapa perawi
lainnya disebutkan bahwa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi
laa ilaaha illallah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
kecuali karena tiga hal. Tiga hal tersebut ialah nyawa dibalas nyawa, orang
yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya,
memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.>

Demikian juga penjagaan terhadap jiwa, terdapat banyak dalil baik
dalam Alguran maupun hadis tentang larangan membunuh, seperti
tersebut dalam QS. al-Ma’idah [5] ayat 32:
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Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi.

Kemudian, disebutkan pula di dalam beberapa ayat lainnya, seperti
dalam QS. al-Nisa’ [4] ayat 93:

e A Aefs Ay ok % AT Conbg e \As 2as 231550 AREE Gt s 5
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Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

S Amir Syarifuddin, Ushul..., him. 345,
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kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya.

Ayat-ayat serupa dengan ayat di atas juga ditemukan masih
banyak, dan juga ditemukan di dalam banyak riwayat hadis tentang
larangan membunuh di dalam Islam. Pada intinya, pesan yang hendak
diberikan melalui dalil-dalil di atas adalah larangan menghilangkan nyawa
seseorang. Oleh sebab itu, jiwa dan nyawa bagian dari prioritas utama
sehingga tingkatannya masuk dalam kategori pokok atau dharuriyyat dan
wajib dijaga.

Sementara itu, dalam hal menjaga akal, larangannya merusaknya
ada di dalam ayat-ayat tentang larangan meminum khamar, sebagaimana
tersebut dalam QS. al-Nisa’ [4] ayat 43:>°

95-‘“1 124 g Bl 1,208 s (R 8 o}lfaJTjﬁ;;ijW};;\;;aﬁTLg;\;
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. 24

23\

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,
(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub,
terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit
atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu
telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan
tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

Disebutkan pula dalam QS. al-Ma’idah [5] ayat 91:
;;Q,o(.f‘“,,;d\j,:;\&;W\ﬁ}w\ ”’Cé"q\ CA[I J,
SREL §MT 55

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,

55M. Quraish Shihab, Kaidah..., him. 291-193.
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dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Melalui dua ayat di atas, cukup tegas bahwa Islam melarang
meminum khamar karena di dalamnya terdapat kerusakan, terutama dapat
merusak akal manusia. Untuk itu, segala bentuk yang dapat merusak akal
manusia maka dapat dilarang dan dihentikan. Bahkan, cara Islam menjaga
akal dalam kasus meminum khamar ini yaitu dengan memberlakukan
hukuman bagi pelaku peminum khamar tersebut. Selanjutnya, dalil
tentang penjagaan harta mengacu pada ayat-ayat dan hadis-hadis tentang
anjuran untuk tidak mengambil harta dengan cara yang batil, seperti
tersebut dalam QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 seperti telah dikutip terdahulu.

Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada
lima prinsip tersebut adalah baik atau Maslahah dalam tingkat daruri
(sesuatu yang harus dipenuhi). Contohnya, melarang seseorang untuk
berbuat murtad, membunuh, meminum khamar, zina, dan melarang
mencuri.>®
. Maslahah hajiyyah

Maslahah hajiyyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan
hidup manusia tidak sampai pada tingkat daruri. Artinya, bentuk
kemaslahatanya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok
yang lima tadi. Namun, secara tidak langsung pula menuju ke arah
pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya hal yang memberi kemudahan
bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, jika kebutuhan
tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan merusak lima
unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan rukhsah dalam
ibadah, seperti rukhsah orang sakit untuk melakukan shalat dan puasa.

Kemudian dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli.>’

S6Amir Syarifuddin, Ushul..., him. 345.
S’ Amir Syarifuddin, Ushul..., him. 345,
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c. Maslahah tahsiniyah
Maslahah tahsiniyah, kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya
tidak sampai pada tingkat daruri, dan tidak pula sampai pada tingkat haji.
Namun, kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi
kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Maslahah dalam
bentuk tahsiniyah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok
manusia.®
Tingkat mashlahah sebagaimana tersebut di atas berlaku secara berurutan
dan tidak dibolehkan mendahulukan hajiyyat dari dharuruyyat, demikian pula
tidak diperkenankan mendahulukan tahsiniyat terhadap hajiyyat, apalagi terhadap
dharuriyyat. Dalam hal ini, Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad
Yasir Yusuf, bahwa al-hajiyyah menduduki kedudukan al-dharuruyyah baik al-
hajiyyah itu bersifat umum atau bersifat khusus.>®
Dalam kutipan yang sama, juga dikemukakan al-Qarafi, bahwa tingkatan
tersebut (maksudnya dharuruyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) perlu dipenuhi
secara berperingkat, dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Menurut Busyro,
ketika tingkat mashlahah tersebut berkedudukan secara berjenjang. Tingkat
kemaslahatan daruruyyat lebih tinggi tingkatannya daripada hajiyyat, sementara
itu hajiyyat juga lebih tinggi dari pada tahsiniyyat.®° Dalam catatan Havis Aravik,
tiga tingkatan mashlahah tersebut di atas berhubungan pada konsistensi dalam
prioritas pemenuhan keperluan (dharuruyyat, hajiyyat dan juga tahsiniyyat).
Terdapat prioritas-priorotas di antara satu dan lainnya menunjukkan tingkat
kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Prioritas tersebut menjadi
tiga dbharuruyyat, hajiyyat dan juga tahsiniyyat. Seorang muslim perlu

mengalokasikan kebutuhannya secara berurut sesuai dengan tingkat prioritasnya

%81bid.

%Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responcibility Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) Teori & Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 93.

8Busyro, Magqashid Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 129.
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secara konsisten. Keperluan pada tingkat dharuruyyat mesti dipenuhi lebih dulu,
baru kemudian hajiyyat dan juga tahsiniyat. Prioritas ini semestinya diaplikasikan
pada semua jenis keperluan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.®*
Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara’, maslahah juga dibagi
ke dalam tiga macam, yaitu:%?
a. Maslahah mu tabarah

Maslahah mu tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan
oleh syara’. Artinya, ada petunjuk dalam hukum syara’ melalui Alquran
maupun hadis. ‘Maslahah mu tabarah merupakan maslahah yang
ditegaskan dalam al-Qur’an atau al-Sunnah. Misalnya, bagian warisan
telah ditentukan dalam surat al-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib
dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-Quran surat al-Maidah ayat 38,
dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-
Qur’an dan sunnah.

Abdul Wahhab Khallaf “ menyatakan ‘maslahah yang telah
ditetapkan untuk direalisasikan, ada diakui oleh syari’, maka maslahah ini
diakui oleh hukum Islam, atau disebut dengan mu tabarah. Adapun
maslahah yang datang setelah terputusnya wahyu, tidak ada ketentuan
untuk merealisasikan atau membatalkan maslahah tersebut, maka jenis ini
masuk dengan munasib al-mursal (sifat yang sesuai dengan umum) atau
disebut juga dengan maslahah mursalah.®

b. Maslahah mulghah
Maslahah mulghah yaitu maslahah yang ditolak. Janis atau kriteria

maslahah mulghah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga

8l1Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 70-71.

82A.Djazuli, Ilmu Fgih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Cet.
8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012), him. 86.

83Abd al-Wahhab Khallaf, ‘7im Usul al-Figh, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), Cet.
8, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), him. 124-125.
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tidak layak untuk dijadikan hukum. Artinya, maslahah yang dianggap baik
oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara’. Dalam makna lain,
maslahah mulghah berupa kemaslahatan yang diabaikan bahkan ditoleh
oleh nas karena: (1) bertentangan dengan kemaslahatan yang mu 'tabarah,
(2) bertentangan dengan maslahah dengan tingkat asas atau pokok
(daruriyyah).%* Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini.®
Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan
tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk. Dalam hal ini ulama
yang mengakui keberadaan maslahah mulghah adalah Najmuddin al-TfT.
Menurutnya, suatu masalah dapat ditetapkan hukumnya melalui maslahah
mulghah. Jika maslahah mu tabarah bertentangan dengan maslahah
mulghah, maka boleh meninggalkan maslahah mu ‘tabarah dan
mengedepankan maslahah mulghah.®® Pandapat Najmuddin al-Tafi
tersebut juga diulas oleh Rahman.®’
c. Maslahah mursalah

Maslahah mursalah yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat
berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak
didukung oleh bukti tekstual. Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak
dinyatakan oleh syarak, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.5®
Contohnya, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan
lain sebagainya.
Bertolak dari pembagian maslahah di atas, dapat dipahami bahwa keadaan

adanya maslahah itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil

8 Amir Syarifuddin, Ushul..., him. 353.
8A. Djazuli, llmu..., him. 86.

% Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesi, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 190.

5Budhy Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan
Perkembangan Diskursusnya, (Jakarta: Grasindo, 2010), him. 137.

%8Moh. Mufid, Ushul..., him. 118.
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sebagaimana yang berlaku dalam jenis maslahah mulghah. Jenis maslahah ini
tidak diakui di dalam pengambilan hukum-hukum syarat. Oleh sebab itu, jJumhur
ulama memandang maslahah mulghah tersebut tidak diakui keberadaannya dan
tidak boleh menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. atas
dasar itulah, maka maslahah dari sisi nilai kehujjahannya yang diakui dalam Islam
hanya bentuk maslahah mu tabarah dan maslahah mursalah.



BAB TIGA
ANALISISI INTERVENSI PASAR (PRICE FIXING)
DALAM JUAL BELI MENURUT PENDAPAT
YUSUF AL-QARADAWI

A. Profil Yasuf al-Qaradawt

Yisuf al-Qaradawi merupakan salah seorang tokoh sekaligus ulama Islam
yang sangat berpengaruh di abad modern. Beliau terkenal dengan pemimpin yang
intelektual, aktivis sosial, muslim yang taat, penulis produktif, aktivis Islam dan
bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood.! Beliau merupakan ulama yang alim
serta seorang da 7 (pendakwah) meskipun di dalam realitanya masih ada beberapa
kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Terkait dengan profil beliau, nama
lengkapnya yaitu Yaisuf bin Abdullah bin Yasuf bin ‘Alf al-Qaradawi.2 Nama al-
Qaradawi merujuk kepada perkampungan yang bernama “al-Qardah” di Provinsi
Kafru Syaikh, Mesir.?

Sebagai seorang pemikir, sarjana, dan intelektual muslim, tetapi Yasuf al-
Qaradawi berada dalam kehidupan sederhana. Beliau dilahirkan pada pertengahan
dasawarsa ketiga dari abad ke-20, dan beliau merupakan seorang anak berasal dari
kampung.* Yasuf al-Qaradawi dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-
Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan
dengan 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah.

Yasuf al-Qaradawt berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya
bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika

berusia dua tahun beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika

1Zulkifli Hasan, Yasuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts. Jurnal: “GJAT”.
Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), him. 51.

2Akram Kassab, al-Manhaj al-Da 'wi ‘inda al-Qaradawt, (Terj: Muhyiddin Mas Rida),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), him. 5.

3Syaikh Akram Kassab, al-Manhaj al-Da 'wi...., him. 5.
47ulkifli Hasan, “Yusuf al-Qaradawi..., him. 52-53.
%Ibid.
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beliau berusia 15 tahun.® Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu
menghafal Alquran.

Orang tua Yasuf al-Qaradawi meninggal saat ia masih berumur dua tahun.
Kemudian pamannya mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya. Orang
yang berada sekitarnya selalu memperhatikan Yusuf al-Qaradawi kecil sehingga
hampir seluruh kerabatnya membimbingnya. Ketika masih berusia 5 tahun,
pemannya menyerahkan pendidikannya pada seorang guru ngaji di kampungnya.
Di uasi 7 tahun, Yisuf al-Qaradawi masuk sekolah Al-llzamiyah Negeri yang
memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya,
Yusuf al-Qaradawi melanjutkan pendidikan di Ma’had al-Azhar di Thanta dan
diselesaikan selama empat tahun. Al-Qaradawi pindah ke Ma’had Tsanawiyyah
al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. la serong bertemu dengan Hasan al-
Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu.’

Pada masa mudanya, di Mesir terdapat larangan ata Ikhwanul Muslimin.
Seluruh gerak gerakan Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah,
sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, serta tokoh
mursyid atau guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, ia adalah tidak
lain Hasan al-Banna. Atas adanya pelarangan tersebut, Al-Qaradaw1 kemudian
pindak ke ibu kota Kairo dan masuk ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-
Azhar. Dari sinilah ia mendapatkan ijazah sarjana di tahun 1953.8

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf al-Qaradawt pernah di penjara sejak
dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949,
saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul
Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di
Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

6Zulkifli Hasan, “Yusuf al-Qaradawi..., him. 52-53.

"Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah fi Figh al-Qaradawi, (Terj: Muhyiddin
Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), him. 3-5.

8lbid., him. 6-14.
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Yusuf al-Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga
sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya,
khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan
rejim saat itu.’

Dalam lenterasi pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yasuf al-Qaradawt
menempati posisi sangat vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang
dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, bercearamah, menyampaikan
masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan
pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat
besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer
melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Yusuf al-Qaradawi mempunyai 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga
putra. Sebagai ulama yang terbuka, Al-Qaradawi membebaskan anak-anak untuk
menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat, bakat serta kecenderungan masing-
masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuan
dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika
dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang llmu
Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang Ketiga juga menempuh S-3, sementara
anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas,
Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 di dalam bidang
teknik elektro Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir.
Anak laki-laki yang ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan
Listrik.1°

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yasuf al-Qaradawi memiliki posisi

vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa

Yisuf al-Qaradawi, Figh al-Jihdd: Dirdsah Mugaranah li Ahkam wa Falsafatih fi Dau’
al-Qur’an wa al-Sunnah, (terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), him.
XXVil.

Oy iisuf al-Qaradawi, Figh al-Jihdd..., him. xxviii.
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ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-1slaman di berbagai tempat.
Sebagai bukti tingginya keilmuan Yasuf al-Qaradawi, terdapat banyak dan tidak
kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek
keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat tiga belas bidang ilmu yang secara konsisten
dan fokus dikaji oleh Ytusuf al-Qaradawi, yaitu, fikih dan usul fikih, ekonomi
Islam, ilmu-ilmu Alquran dan sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah,
pergerakan Islam, solusi Islam, kesaturan pemikiran aktivis Islam, tema-tema ke-
Islaman umum, biografi ulama, sastra, dan kebangkitan Islam.*

Sebagai seorang ulama besar yang luas ilmunya, beliau justru
mendapatkannya dari ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada
banyak ulama, di antaranya:*?

1. Syaikh Hamid Abt Zuwail
2. Syaikh Abd al-Mutallib al-Battah
3. Syaikh al-Sya’rawi
4. Syaikh al-Baha al-Khaul1
5. Abd al-Halim Mahmud
6. Syaikh Sayyid Sabiq
7. Syaikh Muhammad al-Ghazali

Di samping itu, masih banyak guru-guru beliau. Yusuf al-Qaradawi juga
tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang
telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek
kategori dalam karya karya beliau, kategori figh dan ushul figh, ekonomi Islam,
Ulum Alguran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, figh prilaku, dakwah dan
tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa
pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. Adapun

kitab-kitab beliau di antaranya adalah:

1yiisuf al-Qaradawi, Figh al-Jihdd..., him. xxviii.
2Akram Kassab, al-Manhgj al-Da 'wi..., him. 23-30.
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Kitab: Al-Jjtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah
Kitab: Al-Imam al-Ghazaltr Bayn Madihi wa Nagqidihi al-Imam
Kitab: Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam

I
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Kitab: Fatawa Mu asirah

Kitab: Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam

Kitab: F7 Figh al-Awlawiyyah

Kitab: Al-Sahwah al-Islamiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf

o «Q —Hh @

Kitab: Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahagabh ila al-Rusyd
. Kitab: Figh al-Zakat

j. Kitab: Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram

k. Kitab: Figh al-Ghina’ wa al-Musiga

I. Kitab: Fi Figh al-Agaliyyah al-Muslimah.*®

B. Pendapat Yusuf al-Qaradawl Tentang Hukum Intervensi Pasar (Price
Fixing) dalam Jual Beli

Intervensi pasar (price fixing) atau di dalam istilah fikih muamalah disebut
dengan tas 'z, adalah bagian dari tema besar dalam praktik muamalah, khususnya
di bidang jual beli. Bahkan, tema ini tidak hanya dikaji oleh para ulama klasik dan
kontemporer, secara ekonomi kenegaraan dan pemerintahan juga relatif penting
dibahas. Hal ini dikarenakan, intervensi pasar dirasakan masih relevan dikaji pada
pembahasan ekonomi Islam maupun konvensional.

Yusuf al-Qaradawi, merupakan salah seorang ulama yang terbilang relatif
concern mengkaji hukum intervensi pasar dalam akad jual beli atau perdagangan.
Hal ini terlihat dari beberapa bukunya yang membahas masalah hukum intervensi
pasar tas ir. Sejauh analisis terhadap pandangan dan argumentasi yang dibangun
oleh Yisuf al-Qaradawi, bahwa al-Qaradawi berpendangan, mekanisme harga-

harga yang ada di pasar sepenuhnya dikembalikan kepada kendisi alamiah pasar

By aisuf al-Qaradawi, al-Figh al-Islami baina al-1salah wa al-Tajdid, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1999), him. 95.
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yang dipengaruhi adanya permintaan (supply) dan juga penawaran (demand).*
Artinya, pemerintah tidak memiliki hak untuk intervensi pasar. Penetapan harga
barang di pasar sepenuhnya berada di tangan para pedagang, ketetapan tersebut
menurut al-Qaradawi merupakan bagian dari cara memperoleh dan mendapatkan
keuntungan.®®

Pada kondisi normal, al-Qaradawi memandang bahwa harga-harga barang
yang berada di pasar sepenuhnya dikembalikan kepada mekanisme pasar. Hanya
saja, kondisi berbeda ketika ditemukan adanya penyelewenangan yang dilakukan
oleh pedagang dan kezaliman berupa monopoli dan penimbunan barang, sehingga
menimbulkan kondisi pasar menjadi tidak sehat, harga-harga mulai naik, sehingga
masyarakat selaku konsumen dirugikan, kondisi ini termasuk kondisi darurat. Di
mana, kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan
dalam kondisi yang normal.

Dua kondisi antara kondisi normal dan kondisi darurat menjadikan hukum
intervensi pasar (price fixing) atau ras '7r juga dikondisikan. Oleh karena itu, bagi
Yusuf al-Qaradawi, ada dua bentuk tas zr, yaitu tas ir yang terhalang, atau tidak
dianjurkan, dan ada juga ras '7r yang dianjurkan atau disyariatkan. Dalam kitabnya
berjudul: Dawr al-Qiyam wa al-4khlaq, Yusuf al-Qaradawi membubuhkan judul
salah satu pembahasannya mengenai dua bentuk intervensi pasar, yaitu:®

a. Intervensi pasar yang terlarang (fas 7 al-mamnz °). Kondisi ini terjadi saat
pihak penjual menjual barang dengan harga yang melambung tinggi sebab
mekanisme pasar yang alamiah tanpa ada unsur kezaliman.

b. Intervensi pasar yang disyariatkan (tas 7r masyr# ’). Kondisi ini terjadi saat
pihak penjual menjual barang dengan harga yang melambung tinggi sebab

kezaliman, seperti sengaja menimbun dan meninggikan harga.

¥yiisuf al-Qaradawi, Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk
Manusia, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 188.

Byiisuf al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Terjemahan: As’ad Yasin), Jilid 2,
Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), him. 620.

16y iisuf al-Qaradawi, Dawr Qiyam wa Akhlag, (Kairo: Maktabah, 1995), him. 429.
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Dalam kitabnya Fatwa-Fatwa Kontemporer, al-Qaradawi mengulas dua
keadaan tersebut dengan relatif cukup rinci. la menyebutkan sebagai beirkut:

Pada prinsipnya, diperbolehkan mencari keunnrngan—tanpa ada batasan
tertentu—obagi pedagang yang mematuhi hukum-hukum Islam, mengikuti
tuntunannya dalam masalah jual beli. Selain itu, ia menentukan standar
harga sesuai kondisi pasar dan unsur-unsur kebiasaan—sekarang terkenal
dengan istilah permintaan dan penawaran—tanpa bermain-main (memper
mainkan) ataupun menipu atau melakukan upaya-upaya untuk menaikkan
harga ke masyarakat umum. Bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-
werurngan harga, pihak penguasa tidak terlarang untuk turun tangan, dan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini penguasa bisa
membatasi keuntungan para pedagang dengan batas tertentu, dari masing-
masing komoditas yang berbeda-beda jenisnya. Tindakan inilah dilakukan
melalui musyawarah dengan pata ahlur ra'yi wal bashirah (ahli pikir dan
pemberi pertimbangan yang memiliki kualifikasi di bidangnya), seperti
yang dikemukakan oleh ulama kita terdahulu rahimahumullah. Inilah yang
menjadi bahasan utama dalam hal penentuan harga, kapan diperbolehkan,
kapan pula tidak diperbolehkan, apa saja syarat-syaratnya dan sebagainya.
Tentu saja penekanannya tidak khusus terhadap pedagang semata-mata,
namun di dalamnya termasuk pihak produsen. Hal ini sebaiknya dibahas
secara khusus.’

Kutipan di atas selaras dengan keterangan sebelumnya, bahwa ada kondisi
tertentu yang menjadikan intervensi pasar (zas ‘ir) sangat dibutuhkan, dan ada juga
kondisi yang dilarang. Dalam konteks ini, al-Qaradawi cenderung melihat kepada
kondisi yang menyebabkan harga-harga menjadi naik. Harga naik karena terjadi
secara alamiah, yaitu berdasarkan mekanisme pasar yang alamiah, adanya kondisi
permintaan (supplay) dan penawaran (demand), maka kondisi ini menjadi sebuah
penghalang bagi pemerintah untuk ikut mengintervensi pasar dengan menetapkan
batasan harga standar.

Dalam teori permintaan dan penawaran, fluktuasi harga baik trend naik,
trend turun, dalam perspektif Islam merupakan sunnatullah dalam perekonomian

yang mungkin terjadi dalam dua keadaan.'® Pertama, bisa disebabkan oleh hukum

yisuf al-Qaradawi, Fatwa..., him. 620.

18Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan
Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 379.
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penawaran (supply) dan permintaan (demand).*® Kemungkinan harga turun atau
naik secara alamiah disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran.
Kondisi kedua, dalam keadaan tertentu, kenaikan harga pada suatu pasar dan di
tempat dan waktu tertentu, juga bisa disebabkan oleh adanya perilaku tidak sehat
dari penjual/pedagang.?° Perilaku tersebut berbentuk menimbun atau monopoli.
Keadaan ini akan meninbulkan mekanisme pasar dalam bentuk penawaran akan
berkurang sementara permintaan bertambabh, ini berakibat kepada melambungnya
harga di pasar, secara langsung akan merugikan pihak konsumen.?

Kondisi pertama (supplay and demand) merupakan kondisi normal atau
wajar, mampu membentuk kondisi pasar yang ideal. Sebaliknya kondisi kedua,
justru menjadi sebab ketidaksehatan pasar dan merugikan pihak-pihak tertentu
terutama pihak konsumen. Teori harga seperti dikemukakan di atas menjadi
bagian dari dasar analisis terhadap masalah penelitian.

Intervensi pasar atau tas 7 menurut Yasuf al-Qaradawi adalah penentuan
harga oleh pemerintah, di mana para pelaku pasar dilarang menaikkan harga atau
menurunkannya.?? Dalam hal ini, Yiisuf al-Qaradaw1 menyitir salah satu pendapat
Ibn Taimiyyah yang menyebutkan bahwa jika di dalam zas 'z itu ada kezaliman,
maka ia diharamkan, akan tetapi, apabila di dalamnya justru akan mendatangkan
keadilan, maka dibolehkan.?® Al-Qaradawi sendiri dalam ulasannya menyebutkan

sebagai berikut:
TU L peni sl caipon ¥ ot ) e G b 2ealST)y U ol et 130
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®Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Cet 2 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 140.

21snaini Harahap, dkk., Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 110.

ZIMuhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional (Jakarta: Gema
Insani Press, 2016), him. 372.

22yisuf al-Qaradawi, Membumikan..., him. 188.
Zysuf al-Qaradawi, Dawrul..., him. 429.
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Jika penentuan harga bisa menzalimi orang dan memaksa orang lain tanpa
hak seperti menjual barang dengan harga yang tidak mereka diridhai atau
tidak inginkan, atau mencegah (melarang) sesuatu yang dihalalkan oleh
Allah Swt, maka penentuan harga seperti ini diharamkan. Sebaliknya, jika
penentuan harga untuk menjaga keadilan, seperti memaksa mereka untuk
berinteraksi dengan harga yang sesuai, dan mencegah (melarang) sesuatu
yang diharamkan, seperti berlebihan dalam mengambil laba, maka zas ir
(penentuan harga) seperti ini diperbiolehkan, bahkan diwajibkan.

Kezaliman menjadi kunci mengenai boleh tidaknya pemerintah intervensi
harga di pasar. Memperhatikan ulasan al-Qaradaw1 sebelumnya, maka sedikitnya
ada dua kondisi kezaliman yang muncul terkait dengan harga. Kondisi pertama
dilihat dari kezaliman pedagang, kondisi kedua dilihat dari kezaliman pemerintah.
Kondisi pertama, pihak pedagang yang melakukan kezaliman dengan menaikkan
harga. Sementara kondisi kedua, pemerintah melakukan kezaliman dalam bentuk
menentukan harga pasar (7as '7r), untuk tujuan menguntungkan pihak-pihak yang
tertentu sebagai pengusaha atau penyuplai barang. Dalam kaitan dengan hukum
tas 'tr, kedua kondisi tersebut hukumnya berbeda. Apabila dalam kondisi pertama
pihak pedagang yang melakukan zalim dengan meninggikan harga, maka pihak
pemerintah wajib untuk ikut mengintercensi pasar dan menetapkan satndar harga
yang tidak memberatkan konsumen. Namun begitu, dalam kondisi yang kedua, di
mana pemerintah melakukan kezaliman, maka hal ini dilarang dalam Islam, inilah
agaknya mengapa tas ‘ir ini hanya dapat dilakukan ketika kondisi kenaikan harga
barang yang ada di pasar, bukan tanpa melihat kondisi harga barang.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disarikan kembali, bahwa Yasuf al-
Qaradawi tidak sepenuhnya melarang intervensi pasar, ataupun sebaliknya tidak
sepenuhnya membolehkan intervensi pasar oleh pemerintah dengan menetapkan
standar harga untuk komuditas barang tertentu. Bagi al-Qaradawt, poin penting di

2y suf al-Qaradawi, Dawrul..., him. 429.



53

dalam masalah ini adalah kemampuan pemerintah di dalam melihat ada tidaknya
unsur kezaliman terhadap kondisi barang yang sedang mengalami kenaikan. Jika
kenaikan itu sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar yang sifanya alamiah,
seperti karena permintaan dan pernawaran, maka intervensi pasar dilarang sama
sekali. Namun begitu, jika melambungnya harga barang disebabkan kezaliman di
pihak pedagang, penjual atau suplier, maka intervensi pasar justru dibolehkan dan

dalam keadaan ini diwajibkan.

C. Dalil dan Metode Istinbat yang Digunakan Yiusuf al-Qaradawi dalam
Menetapkan Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli

Pada bagian ini, akan dikemukakan dua pembahasan secara terpisah yaitu
dalil-dalil yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan harga barang di
pasar, baik dalil larangan intervensi maupun dalil dibolehkannya intervensi pasar.
Selanjutnya, dikemukakan metode penemuan hukum (istinbat al-ahkam) dipakai
oleh Yusuf al-Qaradawi saat menarik hukum-hukum intervensi pasar yang ada di

dalam dalil-dalil sebelumnya.

1. Dalil-dalil yang Digunakan Yiisuf al-Qaradawi

Sejauh analisis terhadap dalil yang digunakan Yusuf al-Qaradawi sebagai
landasan penetapan hukum intervensi pasar-(price fixing atau zas '7r) di dalam jual
beli, ditemukan sekurang-kurangnya dua dalil, yaitu Alquran dan hadis. Di dalam
pembahasan ini, dapat dikelompokkan menjadi dua dalil, yaitu dalil pelarangan
intervensi pasar dan dalil pembolehannya.
a. Dalil Pelarangan Intervensi Pasar

Dalil yang digunakan Yasuf al-Qaradawi terkaiti larangan intervensi pasar
(tas’ir) mengacu pada dalil hadis yang umum dikemukakan dalam literatur fikih

yaitu dua riwayat hadis dari Abu Dawud sebagai berikut:
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Ad Dimasyqi
bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka, ia berkata;
telah menceritakan kepadaku Al 'Ala” bin Abdurrahman dari ayahnya dari
Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata; wahai Rasulullah,
tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: Tetapi berdoalah. Kemudian
datang kepada beliau laki-laki dan berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah
harga! Kemudian beliau berkata: Allah yang menurunkan dan menaikkan,
dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara
aku tidak memiliki dosa kezhaliman pada seorangpun. (HR. Abi Dawud).

Selain itu, Ytsuf al-Qaradawi juga mengutip riwayat hadis lainnya dengan
perawi yang sama sebagai berikut:
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Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah
menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas
bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata;
wahai Rasulullah, harta telah 'melonjang, maka tetapkanlah harga untuk
kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan
harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi.
Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada
seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam
hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Kedua riwayat hadis di atas menurut al-Qaradawi menjadi dalil larangan

A\

bagi pemerintah melakukan intervensi pasar saat harga barang melambung tinggi

bukan karena kezaliman, namun karena mekanisme pasar yang alamiah. Ytsuf

ZHadis Nomor 3450. Abi Dawud, Sunan Abu Dawud, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-
Dauliyyah, 1420 H), him. 385.

Z6Hadis Nomor 3451. Abi Dawud, Sunan Abu Dawud, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-
Dauliyyah, 1420 H), him. 385.
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al-Qaradawi melihat jawaban Rasulullah Saw di atas sebagai indikasi bahwa saat
orang-orang meminta agar ditetapkan harga, bukanlah karena adanya kezaliman
dari pedagang, namun memang karena kondisi barang yang sedikit waktu itu, dan
jenis barang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga penawarannya melonjak
tinggi. Jawaban Rasulullah Saw pada hadis pertama: “ 5231 0 (Tetapi berdoalah
kalian), menurut al-Qaradawi sebagai indikasi atau illat hukum bahwa larangan
Rasulullah menetapkan harga barang bukan karena semata tingginya batang yang
ada di pasar, akan tetapi tingginya barang itu terjadi secara alamiah.?’

Mengacu kepada penjelasan di atas, Yusuf al-Qaradawi mengakui bahwa
terjadinya kenaikan harga secara alamiah tidak dapat dijadikan sebagai dalih dan
alasan pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan standar harga suatu
komuditas barang. Oleh sebab itu, menetapkan harga pada saat kondisi harga naik
secara alamiah dilarang berdasarkan hadis di atas.

b. Dalil Pembolehan Intervensi Pasar

Selain dalil larangan intervensi pasar, Yusuf al-Qaradawi juga mengulas
adanya kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pemerintah bisa menentukan
standar harga suatu komuditas barang dengan batasan-batasan tertentu. Dalil yang
digunakan mengacu kepada QS. al-Nisa’ [4] ayat 29:

5 S by 15 8031 BT sl 0 G
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Wabhai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali pada perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-
Nisa’ [4]: 29).

Ayat ini umum digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum di dalam

2
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segala bentuk muamalah yaitu harus dan wajib dilaksanakan atas dasar suka sama

suka, saling rela, tidak ada unsur keterpaksaan, apalagi menimbulkan kezaliman

2"y uisuf al-Qaradawi, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) Cet 1 (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2019), him. 283-284.
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di dalamnya. Maksud tjarah (berdagang) ialah membeli si/’ah (barang dagangan)
dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.?® Bagi
al-Qaradawi, seseorang pedagang memiliki hak untuk memperdagangkan barang
dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih.?® Jumlah keuntungan yang diperoleh
pedagang sama sekali cara mencari keuntungan yang diperkenankan dalam Islam
dan bagian dari kebebasan dalam bermuamalah. la juga menyinggung, bahwa di
dalam Islam, tidak ada dalil yang tegas, baik dalam Alguran maupun hadis yang
membatasi seseorang untuk menerima keuntungan.*

Ketentuan QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 menjadi dalil al-Qaradawi menyangkut
kebebasan masyarakat dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar
yang wajar. Hanya saja, ketika kenaikan harga yang terjadi justru di dalam konsisi
yang tidak wajar, seperti adanya penimbunan (ihtikar), monopoli, atau kezaliman
lainnya, sehingga dapat merugikan dan memberatkan konsumen, maka penentuan
harga oleh pemerintah wajib dilaksanakan.

Redaksi QS. al-Nisa’ [4] ayat 29 yang menyebut: “Jllil 255 &0 5ai 1505 ¥~
(Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil). Di
dalam ayat ini, memakan harta dengan cara batil merupakan ungkapan umum dan
berlaku semua bentuk jenis pendapatan harta yang dilakukan secara batil, seperti
salah satunya adalah meninggikan harga satu komuditas barang yang dibutuhkan
di tengah masyarakat, dan dalam kondisi yang bersamaan, barang tersebut justru
sangat sedikit. Untuk itu, menetapkan harga barang dalam kondisi ini menurut al-
Qaradawi dibolehkan, bahkan diwajibkan.3!

Pembolehan melakukan intervensi pasar ini bukan dilakukan tanpa sebab.
Penentuan harga harus melihat sisi-sisi mashlahah, dan untuk keadilan bersama,

artinya tidak merugikan pedagang juga para konsumen. Dalam salah satu ulasan,

8Yiisuf al-Qaradawi, Fatwa..., him. 588.
2bid., him. 594.

301bid., him. 598-599.

Slysuf al-Qaradawi, Dawrul..., him. 428.
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Ysuf al-Qaradawi, menyebutkan bahwa kondisi-kondisi darurat memungkinkan
sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal. Menetapkan harga satu
barang dalam kondisi normal dan kenaikan harga yang alamiah dilarang di dalam
Islam, hanya saja kondisi darurat membolehkan suatu yang sebelumnya dilarang
dilakukan. Kondisi-kondisi yang tidak wajar tersebut menurut Yusuf al-Qaradawt
seperti permainan harga dan penimbunan:®2

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak wajar, seperti karena ada upaya
penimbunan oleh sebagian pedagang, dan ada permainan harga oleh para
pedagang, maka kondisi ini mengharuskan kepentingan atau kemaslahatan
umum (al-maslakah al-majmu ) harus didahulukan dari pada kepentingan
perorangan. Dalam kondisi tersebut maka kita diperkenankan menetapkan
harga supaya memenuhi kepentingan masyarakat, menjadi dari perbuatan
kesewenang-wenangan, dan mengurangi keserakahan sebagian orang.>®

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, Ytusuf al-Qaradawi cenderung
mengaitkan antara tujuan intervensi pasar dengan kebolehan melaksanakannya.
Jika tujuan intervensi pasar semata untuk kemaslahatan umum, dan mewujudkan
keadilan lantaran adanya praktik monopoli, permainan harga atau kezaliman,
maka itu dibolehkan, bahkan menurut Yasuf al-Qaradawi, kondisi tersebut dapat
mewajibkan pemerintah untuk ikut mengintervensinya. Atas dasar itu, keadaan-
keadaan darurat dalam kaca mata Yusuf al-Qaradawi membolehkan sesuatu yang
sebelumnya dilarang dalam kondisi yang normal. Hal ini dilakukan untuk mampu

mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

2. Metode Istinbat Hukum Yiasuf Al-Qaradawi

Melihat dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan Ytsuf al-Qaradawi
sebelumnya maka ditemukan dua bentuk pola penalaran yang dibangun. Pertama,
Yusuf al-Qaradawi melihat dalil hadis yang memberi indikasi, bahwa larangan

Rasulullah Saw menetapkan harga adalah larangan yang sifatnya kondisional. Ini

82y iisuf al-Qaradawi, Tuntas Memahami Halal dan Haram, (Terj: M. Tatam Wijaya) Cet
1, (Jakarta: Qalam, 2018), him. 382.

33| bid.
3y iisuf al-Qaradawi, Pengantar..., him. 284.
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berarti, larangan tersebut tidak berlaku umum, tetapi hanya berlaku dalam kondisi
tertentu dan sifatnya bersyarat. Kondisi yang dimaksud adalah ketika harga naik
dalam situasi yang normal, dan menurut mekanisme pasar yang sifatnya alamiah,
seperti tingginya permintaan terhadap suatu komuditas batang, sementara barang
tersebut justru tidak mencukupi atau sedikit (kurang). Atas dasar itu, Rasulullah
Saw tidak mau mengambil kebijakan menetapkan harga sebagaimana diinginkan
oleh orang-orang pada waktu itu. Selain itu, juga terlihat pada saat al-Qaradawi
melihat ada tidaknya kezaliman pada saat terjadinya kenaikan harga. Ketika ada
kezaliman, maka hal tersebut sejalan dengan larangan memakan harta secara batil
(termasuk batil di sini adalah zalim) sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan
QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29.

Kedua, Yusuf al-Qaradawi cenderung melihat kepada kondisi yang dapat
menciptakan keadilan ketika ada penyelewengan harga, monopoli, dan menimbun
barang di pasar. Atas pertimbangan kemaslahatan (mashlahah), maka pemerintah
diperkenankan bahkan diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat
berupa menetapkan standar harga terhadap barang yang harganya sedang naik itu.
Atas adanya kondisi darurat, dan untuk menciptakan maslahat, maka al-Qaradawi
memandang pemerintah wajib mengintervensi pasar.

Terhadap dua pola pemikiran di atas, maka dapat ditemukan ada dua jenis
atau bentuk metode penemuan hukum atau istinbath al-ahkam yang digunakan
oleh al-Qaradawi dalam menetapkan hukum intervensi pasar, yaitu metode ta lili
dan metode istishlahi.

Metode za ’/ili adalah suatu metode yang digunakan oleh para ulama, dan
termasuk al-Qaradawi, di dalam menetapkan suatu hukum, dengan berbasis pada
temuan-temuan adanya illat (ratio legis) atau alasan-alasan hukum yang ada pada
materi dalil hukum, baik dalam Alquran, maupun dalil hadis.®*> Adapun maksud

metode istishlahi adalah metode yang digunakan oleh para ulama, termasuk al-

$Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam dan Magashid al-Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), him. 63.
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Qaradawi dengan mengacu kepada ada tidaknya sisi-sisi maslahat di dalam suatu
permasalahan hukum.3 Dengan kata lain, metode istishlahi adalah suatu metode
istinbat hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum terhadap satu kasus, karena
tidak ada suatu dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai
dengan tujuan syariat (magashid al-syari’ah).%’

Metode ta’lili yang digunakan Yasuf Al-Qaradawi terlihat pada ketika ia
menelaah ketentuan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29. Dalam ayat ini, disbeutkan adanya
larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam kasus tingginya atau
naiknya harga-harga barang karena monopoli dan penimbunan barang oleh pihak
pedagang, atau terjadinya permainan harga secara tidak sehat, maka cara-cara itu
bagian dari kezaliman, dan termasuk cara-cara memakan harta orang lain dengan
cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil dalam praktik penimbunan
atau monopoli, dan permainan harga dalam jual beli adalah sebagai illat (alasan)
hukum bagi pemerintah untuk menetapkan harga barang sesuai standar harta satu
komuditas barang tertentu.

Selain itu, metode 7a ’fi/i ini juga tampak pada ketika al-Qaradawi melihat,
menelusuri dan menelaah alasan- kenapa Rasulullah Saw tidak melaksanakaan
permintaan orang-orang pada waktu itu agar ditetapkan harga barang, sebab harga
melambung tinggi. Dalam hal ini Rasulullah Saw meminta agar orang-orang yang
mengadukan tentang kenaikan harga itu untuk berdoa kepada Allah Swt. Sikap
Rasulullah tersebut menurut Yusuf Al-Qaradawi memberikan indikasi atau illat
hukum bahwa kondisi naiknya harga barang saat itu bukanlah karena terjadinya
penimbunan, monopoli, atau permainan harga, akan tetapi naiknya harga barang
karena faktor mekanisme pasar yang sifatnya alamiah.® Saat itu, barang-barang

yang tinggi harganya itu menurut Yasuf Al-Qaradawi sangat langka, sementara

%A1 Yasa’ Abubakar, Matode Istislahiah: Pemanfaatan IImu Pengetahuan dalam Ushul
Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 19.

$"Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi,
Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 209.

8y iisuf al-Qaradawi, Pengantar..., him. 284.
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penawaran dair masyarakat cukup banyak, sehingga para pedagang menaikkan
harga dalam batas-batas yang wajar, dan tidak ada unsur untuk memberatkan para
konsumen. Indikasi-indikasi tersebut menjadi alasan hukum (illat) bagi bolehnya
pemerintah menetapkan harga standar terhadap suatu barang.

Adapun metode istishlahi juga tampak pada saat al-Qaradawi menelusuri
dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 tentang tidak boleh makan harta
orang lain dengan cara-cara yang batil kecuali dilaksanakan atas dasar suka sama
suka. Al-Qaradawi menghubungkan tindakan pemerintah mengintervensi pasar
sebagai suatu upaya untuk memberikan keadilan, dan menghilangkan praktik dan
upaya pedagang yang menzalimi konsumen. Kebolehan intervensi pasar itu oleh
al-Qaradawi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan umum,
atau dalam bahasa yang ia gunakan adalah mashlahah al-majmu’.*® Oleh sebab
itu, metode istishlahi juga menjadi bagian dari penalaran hukum yang digunakan
oleh Yusuf al-Qaradawi saat menetapkan hukum intervensi pasar oleh pemerintah

dalam praktik jual beli.

D. Tinjauan Teori Mashlahah terhadap Pandangan Yusuf al-Qaradawi

Tinjauan teori mashlahah terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam
pembahasan ini lebih difokuskan pada bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi
dilihat dari teori mashlahah. Pada bab sebelumnya, telah dikemukakan mengenai
teori mashalah, baik tentang pemaknaannya maupun jenis-jenisnya. Dalam posisi
ini, pandangan Ytsuf al-Qaradawi mengenai intervensi pasar sesuai dengan teori
mashlahah.

Kemaslahatan (mashlahah) dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum
ekonomi Islam (muamalah), merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.
Atas dasar itu, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan juga harus melihat
dan mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan. Hal ini selaras dengan salah satu

kaidah fikih yang menyebutkan:

3Yasuf al-Qaradawi, Tuntas..., him. 382.
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“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan
kemaslahatan”.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa, tindakan pemerintah, baik berbentuk
kebijakan, atau tindakan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat, harus dalam
upaya menciptakan kemaslahatan. Termasuk dalam cakupan ketetapan/kebijakan
pemerintah adalah upaya pemerintah di dalam menetapkan standar harga terhadap
suatu komuditas barang tertentu.

Pendapat Ytusuf al-Qaradawi sebelumnya selaras dengan tepri mashlahah,
di mana kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga harus dilaksanakan atas
pertimbangan kemaslahatan. Ini selaras dengan tujuan intervensi sebagaimana
disebutkan al-Qaradawi sebelumnya, yaitu pemerintah boleh atau bahkan wajib
melakukan intervensi pasar (price fixing/zas ’ir) ketika intervensi pasar dilakukan
bertujuan keadilan dan kemaslahatan.** Dilihat dari kategori dan bentuk-bentuk
mashlahah sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka pandangan Ytsuf
al-Qaradawi sesuai dengan teori mashlahah.

Dilihat dari tingkat kebutuhan, maka penetapan harga standar barang oleh
pemerintah bagian dari upaya mashlahah al-dhariiriyyah, yaitu kemaslahatan di
tingkat primer yang tingkat kebutuhannya bersifat pokok, yaitu ketika kondisi
harga barang melambung tinggi karena adanya permainan harga, atau menimbun
barang, maka kondisi ini akan mengancam eksistensi menjaga harta (hifz al-mal).
Pedagang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap harga barang yang
justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat harus ditertipkan oleh pemerintah, yaitu
dengan terlibatnya pemerintah menetapkan harga barang.

Dilihat dari kesesuaiannya dengan nash, maka tindakan yang dilakukan

pemerintah mengintervensi pasar seperti pandangan al-Qaradawi sesuai dengan

40y {isuf al-Qaradawi, Pengantar..., him. 150.
4y {isuf al-Qaradawi, Membumikan..., him. 188-189.
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mashlahah mu tabarah, artinya kemaslahatannya diakui oleh nash, yaitu sesuai
dengan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29. Apabila pemerintah tidak melakukan intervensi
pasar, maka akan terjadi tindakan yang dilarang, yaitu para pedagang, pemasok
atau penjual akan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, zalim. Oleh
sebab itu, tindakan pemerintah dalam menetapkan harga barang dianggap sangat
penting dan selaras dengan dalil-dalil hukum, sehingga jenis kemaslahatannya

masih ke dalam mashlahah mu 'tabarah.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yasuf al-Qaradawi, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas 'ir)
dalam jual beli ada dua bentuk. Pertama intervensi pasar yang terlarang (zas ‘ir
al-mamnii’), yaitu pemerintah menetapkan standar harga saat harga mengalami
kenaikan karena mekanisme pasar yang alamiah, seperti terjadi sebab supplay
(permintaan) dan demand (penawaran). Kedua adalah intervensi pasar yang
dianjurkan (tas r masyrii’), yaitu pemerintah menetapkan standar harga suatu
komuditas barang karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga
sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang.

2. Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi yaitu ketentuam QS. Al-Nisa’ [4]
ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode istinbath hukum
yang digunakan Al-Qaradawi adalah za '/i/i dan istishlahi. Metode ra ’/ili yang
digunakan Yusuf Al-Qaradawi terlihat pada ketika ia menelaah ketentuan QS.
Al-Nisa’ [4] ayat 29 dan juga hadis riwayat Abu Dawud, bahwa ada indikasi
atau illat hukum bahwa larangan Rasulullah Saw tentang intervensi pasar ialah
larangan yang sifatnya kondisional, bukan larangan umum. Sehingga, upaya
pemerintah mengintervensi pasar karena adanya kezaliman tidak termasuk ke
dalam larangan tersebut. Adapun metode istishlahi tampak pada saat Yusuf al-
Qaradawi menelusuri dalil yang sama, yaitu QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 tentang
tidak boleh makan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Kebolehan
intervensi pasar adalah bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan
umum (mashlahah al-majmu’). Metode istishlahi menjadi bagian penalaran
hukum yang digunakan Yisuf al-Qaradawi saat menetapkan hukum intervensi
pasar oleh pemerintah dalam praktik jual beli.
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3. Pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai intervensi pasar (price fixing) sudah
sesuai dengan teori maslahah. Tindakan pemerintah baik berbentuk kebijakan
dan tindakan yang ditujukan pada masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan
kemaslahatan. Ketetapan/kebijakan pemerintah menetapkan standar harga satu
komuditas barang tertentu dilaksanakan bertujuan untuk kemaslahatan. Dilihat
dari tingkat kebutuhan, maka penetapan harga standar barang oleh pemerintah
bagian dari upaya mashlahah al-dhariiriyyah, yaitu kemaslahatan primer yang
tingkat kebutuhannya bersifat pokok, untuk menjaga eksistensi menjaga harta
(hifz al-mal). Dilihat dari kesesuaiannya dengan nash, maka tindakan yang
dilakukan pemerintah mengintervensi pasar seperti pandangan al-Qaradawi
sesuai dengan mashlahah mu’tabarah, artinya kemaslahatannya diakui oleh

nash, yaitu sesuai dengan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29.

B. Saran
Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu menetapkan harga barang ketika terjadi permainan harga dan
penimbunan barang.

2. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan kepada pedagang pasar, hal ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan permainan harga secara
zalim.

3. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai
intervensi pasar ini dilihat dari konteks yang berbeda, seperti studi komparasi
dengan pendapat ahli yang lain, ataupun dikaitkan dengan kasus-kasus hukum
tertentu yang sifatnya kontemporer, hal ini dilakukan agar kajian tersebut lebih
komprehensif.

4. Bagi praktisi, politisi, dan akademisi hukum, perlu mengkaji secara lebih jauh
dan dalam lagi mengenai konsep intervensi pasar, hal ini dilakukan sebagai
upaya untuk memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan di tengah-

tengah masyarakat.
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